BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Belu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya
guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang
wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka
rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran
dari Kabupaten Belu dan perubahan pemanfaatan tata
ruang wilayah daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
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Mengingat

Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011-2031 perlu ditinjau
kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2040;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Belu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang,.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki
hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

'}

22,

23.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan
bergambut dan kawasan resapan air.

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi

melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar
danau/waduk dan sekitar mata air.

Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi
utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan

bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap air tanah.

Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas
ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan yang
diidentifikasikan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan dan tanah longsor.

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua

situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang
merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi
memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan,
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24,

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan
pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman
tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap,
kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.

Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi
sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas
berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi
penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi
dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak
dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun
lindung.

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha
yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan
secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia,

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
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34.

3S.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh
adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai
fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan,

pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan
pendukung lain,

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah

kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan
kawasan perbatasan negara.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ketentuan umum peraturan zonasi yang selanjutnya disingkat KUPZ
adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang di Kapupaten Belu dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan
tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.,
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BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang
ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Kecamatan Raimanuk;

Kecamatan Tasifeto Barat;

Kecamatan Kakuluk Mesak;

Kecamatan Nanaet Duabesi;

Kecamatan Kota Atambua;

Kecamatan Atambua Barat;

Kecamatan Atambua Selatan;

Kecamatan Tasifeto Timur;

Kecamatan Raihat;

Kecamatan Lasiolat;

Kecamatan Lamaknen; dan

. Kecamatan Lamaknen Selatan.

(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 81
(delapan puluh satu) desa/kelurahan.

(4) Batas-batas kabupaten meliputi :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republica Democratica De

Timor - Leste; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

(5) Letak astronomis Kabupaten Belu adalah 124° 40’ 33” BT- 125° 15’ 23" BT
dan 08° 70’ 30” LS - 09° 23’ 30” LS.

(6) Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu seluas 1.125,14 Km2 (seribu
seratus dua puluh lima koma satu empat kilometer persegi).

SRS TR MO R0 OP
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Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Belu bertujuan untuk mewujudkan ruang
Kabupaten Belu yang produktif dan berkualitas sebagai pusat distribusi
barang dan jasa serta kawasan perbatasan negara yang maju dan mandiri
berbasis pertanian.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.

(2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a.
b.

peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan secara berhirarki;

pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan penetapan pusat-
pusat permukiman;

penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana wilayah terutama
dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara
terpadu dan efisien;

penyediaan dan pengembangan prasarana wilayah lainnya secara
terpadu;

pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan alih
fungsi kawasan lindung;

pengembangan kawasan budidaya yang produktif, mandiri dan
berkelanjutan untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan
negara;

peningkatan fungsi kawasan pertanian, perikanan, kehutanan,
pariwisata, industri dan pertambangan dalam mendorong ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat;

pengembangan kawasan untuk kepentingan sosial budaya;

pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi; dan

pengembangan kawasan penyelamatan lingkungan hidup di
kabupaten.
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(1)

)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.

Strategi peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan secara

berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri
atas :

a. mengembangkan kawasan perkotaan Atambua sebagai pusat

pemerintahan Kabupaten Belu sekaligus sebagai pusat distribusi
barang dan jasa;

b. meningkatkan interaksi desa-kota melalui sistem agropolitan; dan

c. mengembangkan infrastruktur transportasi darat pendukung sistem
agropolitan dan minapolitan.

Strategi pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan penetapan

pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b terdiri atas:

a. mengembangkan sarana dan prasarana permukiman pada pusat-
pusat pertumbuhan baru;

b. mengembangkan kegiatan perekonomian lokal sebagai penarik
pergerakan pada pusat-pusat permukiman; dan

c. meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang memudahkan

aksesibilitas penduduk dari pusat permukiman dengan wilayah
pendukung sekitarnya.

Strategi penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana wilayah utama
dalam mendukung pengembangan distribusi barang dan jasa secara

terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢
terdiri atas:

a. membuka dan meningkatkan akses jalan dari ibukota kabupaten ke
desa-desa terpencil untuk membuka konektivitas antar wilayah dan
membuka keterisolasian desa-desa terpencil;

b. mengembangkan sistem pelayanan transportasi secara terpadu

antarmoda yang menghubungkan antar pusat permukiman perkotaan

dan perdesaan sehingga adanya konektivitas antar wilayah di
Kabupaten Belu;

c. mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan pusat

pelayanan permukiman dengan pusat produksi pertanian dan
pelayanan pariwisata;
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d. mengembangkan dan menyediakan moda transportasi umum yang
menghubungkan moda prasarana transportasi darat dengan moda

transportasi laut/darat;

e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan dengan skala pelayanan
regional dan internasional;

f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
Bandar Udara A.A. Bere Tallo;

g. mengembangkan jaringan jalan dengan dimensi dan kualitas sesuai
fungsinya;
h. meningkatkan penyediaan prasarana penunjang pergerakan di

kawasan perkotaan meliputi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, halte dan
penanda jalan;

i. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
perhubungan di perbatasan sebagai sarana distribusi barang dalam
mendukung fungsi kawasan perbatasan negara;

j. merevitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan terminal tipe B
dan C di Kabupaten Belu; dan

k. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi
serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk
mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

(5) Strategi penyediaan dan pengembangan prasarana wilayah lainnya secara
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri
atas:

a. mengembangkan sarana komunikasi yang menjangkau hingga pelosok
perdesaan dengan penyediaan tower Base Transceiver Station
bersama;

b. mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah secara
menyeluruh;

c. menjaga keberlangsungan sistem jaringan sumber daya air;

d. mengembangkan sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat
perkotaan dan perdesaan;

e. membangun dan meningkatkan kualitas jaringan drainase perkotaan
secara terpadu;

f. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah melalui teknologi
sanitary landfill dengan prinsip-prinsip reduse, reuse, recycle serta
prinsip pemulihan biaya (cost recovery);

g mer_nbangun instalasi pengelolaan air limbah bagi kawasan industri,
kegiatan/usaha-usaha yang setelah dikaji bahwa kegiatan/usaha
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©)

(7)

h.

tersebut memerlukan instalasi pengelolaan air limbah dan kegiatan
strategis lainnya; dan

mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga untuk
menciptakan lingkungan permukiman yang sehat.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan meminimalkan
alihfungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf e terdiri atas:

a.

b.

memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan
kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;

meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan
dibawahnya berupa kawasan hutan lindung dan resapan air untuk
perlindungan fungsi lingkungan;

memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya
konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, perlindungan

sempadan sungai, sempadan pantai, pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup;

memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan suaka cagar
budaya;

menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan
pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan
yang berpotensi menimbulkan bencana (longsor dan banjir); dan

menetapkan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat
dengan luas sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luasan
kawasan perkotaan yang tersebar secara merata pada bagian wilayah
perkotaan.

Strategi pengembangan kawasan budidaya yang produktif, mandiri dan
berkelanjutan untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:

a.

mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tak
terbangun disekitar kawasan perbatasan sebagai zona penyangga
yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan
budidaya terbangun;

mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar
kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan;

mendukung penetapan kawasan strategis nasional perbatasan
Republik Indonesia - Republica Democratica De Timor - Leste sebagai
fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
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Divindai dengan CamScanner



(8)

d.

turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara
Nasional Indonesia.

Strategi peningkatan fungsi kawasan pertanian, perikanan, kehutanan,
pariwisata, industri dan pertambangan dalam mendorong ekonomi dan

kesehjahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf g terdiri atas:

a.
b.

mengamankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

mengembangkan sistem agropolitan berbasis pertanian dan
perkebunan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdiri dari
Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat,
Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan
Tasifeto Barat, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Kakuluk Mesak;

mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap
wilayah sesuai potensi dan karakteristik wilayah;

mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan

produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan
lingkungan;

mengamankan penebangan liar yang dilakukan pada hutan produksi;

meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan isu
perbatasan negara dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta
masyarakat;

mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;

menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri yang ramah
lingkungan;

mengembangkan kawasan industri dan perdagangan antar negara
Republik Indonesia-Republica Democratica De Timor-Leste;

mengembangkan sentra industri kerajinan masyarakat terpadu;

mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis teknologi

yang ramah lingkungan dan pembangunan lingkungan hidup yang
berkelanjutan sesuai dengan potensi yang ada;

mengembangkan kawasan usaha peternakan dengan meningkatkan
produk dan nilai tambah peternakan;

. mengembangkan kawasan minapolitan dengan meningkatkan produk

dan nilai tambah perikanan baik ikan tangkap dan budidaya melalui
sentra pengolah hasil ikan dalam wadah minapolitan; dan

mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di
Kabupaten Belu.

12

Divindai dengan CamScanner



(9) Strategi pengembangan kawasan untuk kepentingan fsgsial budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan sosio-budaya dikawasan yang .rqemiliki
rumah adat, perkampungan adat dan peninggalan jaman penjajahan;

b. melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat
serta ruang disekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala; dan

c. mengembangkan kawasan sosio-budaya berupa zonasi kawasan
pengembangan di sekitar kawasan sosio-budaya.

(10) Strategi pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam
dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf i yaitu dengan mendukung penyelesaian pembangunan kawasan
pembangkit listrik tenaga uap di AuFuik Desa Dualaus Kecamatan
Kakuluk Mesak.

(11) Strategi pengembangan kawasan penyelamatan lingkungan hidup di
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri
atas:

a. memelihara kawasan hutan lindung yang terletak menyebar hampir
diseluruh wilayah kecamatan dalam wilayah administratif kabupaten;

b. mendukung kebijakan penghentian sementara pengusahaan kayu
yang berpotensi merusak lingkungan (moratorium logging) dalam
kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang
kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi
hutan;

c. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan
budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;

d. mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan
alam dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan
dengan izin yang sah;

e. m_engembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar secara
merata pada bagian wilayah perkotaan;

f. menyediaka}n ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit antara
15-25 % (lima belas sampai dengan dua puluh lima persen) dalam

setiap rencana pengembangan kawasan baru untuk permukiman/
industri;

g. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya
dukung dan daya tampung kawasan;

h. men'gelolq dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan
kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
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i. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa
depan; dan

j. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang
terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Belu meliputi:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem jaringan prasarana

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 7

(1) Sistem perkotaan di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. PKSN;
b. PKL;
c. PPK; dan
d. PPL.
(2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Atambua.

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan
perkotaan Atambua.

14

Divindai dengan CamScanner



@)

()

(6)

(1)

(2)

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.
b.
c.

Kawasan perkotaan Umarese di Kecamatan Kakuluk Mesak;
Kawasan perkotaan Kinbana di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
Kawasan perkotaan Weluli di Kecamatan Lamaknen.

PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

™o a0 TP

Wedomu di Kecamatan Tasifeto Timur;
Halibete di Kecamatan Lasiolat;

Piebulak di Kecamatan Lamaknen Selatan;
Wemori di Kecamatan Raihat;

Arekama di Kecamatan Raimanuk; dan
Tete Seban di Kecamatan Nanaet Duabesi.

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b terdiri atas :

a.
b.
c.
d.

€.

sistem jaringan transportasi;

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air; dan

sistem jaringan prasarana lainnya.

Siste.m' jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a terdiri atas :

a.
b.

C.

sistem jaringan transportasi darat;

sistem jaringan transportasi laut; dan

sistem jaringan transportasi udara;

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a terdiri atas :

a.
b.

(1)

(2)

sistem jaringan jalan; dan

sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
terdiri atas:

g.

me a0 oo

jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten;
Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;

jalan desa;
terminal penumpang;
terminal barang; dan

jembatan timbang

jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a.

jalan arteri primer terdiri atas:;

1. ruas jalan Nesam (Kiupukan)-Halilulik;

2. ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua terdiri dari :

a) jalan Suprapto;

T ——————
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b) jalan Supomo;
¢) jalan M. Yamin; dan
d) jalan Soekarno.
3. ruas jalan Batas Kota Atambua-Motaain terdiri dari :

a) jalan Martadinata;
b) jalan Yos Sudarso;
c) jalan Ki Hajar Dewantoro; dan
d) jalan Sutomo.

b. Jalan strategis nasional terdiri atas:

1. ruas jalan Lakafehan-Batas Timor Tengah Utara-Atapupu-Wini-
Sakato;

2. ruas jalan Motamasin-Laktutus-Henes-Turiskain— Salore-Motaain
(jalan sabuk perbatasan); dan

3. ruas jalan Atambua-Weluli-Turiskain.

(3) jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. jalan kolektor primer tiga terdiri atas :
1. ruas jalan Halilulik-Batas Kabupaten Malaka; dan
2. ruas jalan Lakafehan-Keliting.
b. jalan kolektor primer empat terdiri atas :
1. ruas jalan Atambua-Weluli; dan
2. ruas jalan Basuki Rahmat.
c. jalan strategis provinsi yaitu ruas jalan Sp. Berluli-Teluk Gurita.

(4) jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. jalan kolektor primer empat terdiri atas:
1. ruas jalan Halilulik-Fatubesi;

ruas jalan Wilaen-Rusan;

ruas jalan Lebur-Uarau;

ruas jalan Haekesak-Turiskain; dan

o -

ruas jalan Lalu-Rusan-Halileki.
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b. jalan lokal primer terdiri atas :
1. ruas jalan Weluli-Nuawain;
2. ruas jalan Nenuk-Kimbana;
3. ruas jalan Wedomu-Sp. Dafala; dan
4. ruas jalan Wedomu-Nualain,
c. Rencana pengembangan jalan lingkar luar terdiri atas :
1. ruas jalan Nenuk-Kotafoun-Tala-Umanen-Kabuna; dan
2. ruas jalan Nenuk-Bauatok-Fatubenao-Sadi.

(5) jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 73
(tujuh puluh tiga) ruas dengan panjang kurang lebih 310,735 (tiga ratus
sepuluh koma tujuh tiga lima) kilometer.

(6) terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri
atas :

a. terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Lolowa di Kecamatan
Atambua Selatan;

b. terminal penumpang tipe C terdiri atas:
1. terminal Naresa di Kecamatan Tasifeto Barat;
2. terminal Umanen di Kecamatan Atambua Barat;
3. terminal Fatubenao di Kecamatan Kota Atambua; dan
4

- Tencana pembangunan terminal tipe C di Desa Kabuna Kecamatan
Kakuluk Mesak.

C. rencana peningkatan terminal penumpang tipe C Naresa menjadi
terminal penumpang tipe B.

(7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
terminal barang Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur.

(8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat
di Kecamatan Kakuluk Mesak.

Pasal 12

(1) S}'stem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
a. lintas penyeberangan; dan
b. pelabuhan penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
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a. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu Teluk Gurita-llwake-Kisar;
dan

b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yaitu Teluk Gurita-
Kalababhi.

(3) Pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b meliputi :

a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan laut di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas :

a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Atapupu di Kecamatan
Kakuluk Mesak;

b. terminal untuk kepentingan sendiri yaitu terminal depot bahan bakar
minyak di Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak; dan

c. rencana pengembangan Dermaga Tanjung Raikatar menjadi dermaga
umum untuk peti kemas.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. alur pelayaran penyeberangan yaitu feri antar pulau dalam provinsi;
dan

b. alur pelayaran nasional yaitu alur pelayaran ke pulau Jawa, Sulawesi,
Kalimantan dan Maluku.

(4) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut mengacu pada
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pasal 14
(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c terdiri atas :

a. bandar udara; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.
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(2) Bandar udara di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu bandar udara pengumpul skala tersier yaitu Bandar Udara
A.A Bere Tallo di Kecamatan Kota Atambua.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. ruang udara untuk penerbangan yang dipergunakan langsung untuk
kegiatan bandar udara; dan/atau

b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
operasi penerbangan.

(4) Rencana pengembangan bandar udara mengacu pada rencana induk
pengembangan Bandar udara A.A. Bere Tallo.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :

a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya

terdiri atas:

1. pembangkit listrik tenaga uap yang terdapat di Kecamatan
Kakuluk Mesak;

2. pembangkit listrik tenaga diesel yang terdapat di Kecamatan
Atambua Barat;

3. pembangkit listrik tenaga bayu yang terdapat di Kecamatan
Lamaknen Selatan; dan

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang terdapat di Kecamatan
Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

b. Infrastruktur penyaluran tenagalistrik dan sarana pendukungnya
terdiri atas:

1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik
antar sistem yaitu saluran udara tegangan tinggi yang
menghubungkan Kupang-Oelamasi-Soe-Kefamenanu-Atambua;
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2. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:

a) saluran udara tegangan menengah yang menghubungkan
Atambua-Weluli-Motaain-Kobalima-Wini-Oenopu; dan

b) saluran udara tegangan rendah yang menghubungkan
Atambua-Weluli-Motaain-Kobalima-Wini-Oenopu.

3. gardu induk terdapat di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua
Barat.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf c yaitu jaringan bergerak.

(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Jaringan bergerak terestrial di Kecamatan Kota Atambua;
b. Jaringan bergerak seluler tersebar di seluruh kecamatan;

c. jaringan bergerak satelit berupa tower Base Transceiver Station yang
tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang
berada di wilayah kabupaten;

b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di
wilayah kabupaten; dan

c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.,

(2) sistem jaringan sumber daya air lintas negara yang berada di wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Benanain meliputi
daerah aliran sungai Fatuketi, daerah aliran sungai Selowai, daerah
aliran sungai Umaklaran, daerah aliran sungai Dualaus, daerah aliran
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(3)

(4)

sungai Manukakae, daerah aliran sungai Silawan, daerah aliran
sungai Matpao Sisiae, daerah aliran sungai Daikain, daerah aliran_
sungai Oepotis, daerah aliran sungai Lasiolat, daerah aliran sungal
Dualasi, daerah aliran sungai Bauho, daerah aliran sungal
Lamaksenulu daerah aliran sungai Talau, daerah aliran sungai
Lamaknen, daerah aliran sungai Duarato dan daerah aliran sungai
Tafara; dan

b. prasarana sumber daya air yaitu jaringan irigasi Haekesak.

sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di
wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri.
atas:

a. sumber air yaitu Sungai Maukumu, Sungai Talau, Webot dan Sungai
Baukama; dan

b. prasarana sumber daya air terdiri atas:
1. jaringan irigasi Fatubesi;
2. jaringan irigasi Maubusa; dan
3. jaringan irigasi Obor.

sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. sumber air terdiri atas:
1. air permukaan terdiri atas:

a) sungai meliputi sungai Buik, Luradik, Baukoek,
Motamoru,Welulik dan Talau;

b) mata air yang tersebar meliputi kurang lebih 69 (enam puluh
sembilan) titik mata air;

c) embung meliputi embung Haekrit, Sirani dan embung kecil
lainnya yang lokasinya tersebar di Kabupaten Belu;

d) bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan

e) rencana pembangunan bendungan We Likis di Kecamatan
Tasifeto Barat.

2. air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten yaitu
cekungan air tanah Aeroki.

b. prasarana sumber daya air terdiri atas:
1. sistem jaringan irigasi terdiri atas:

a) jaringan irigasi primer tersebar di 42 (empat puluh dua) daerah
irigasi; dan

b) jaringan irigasi sekunder yang tersebar di seluruh kecamatan.
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2. sistem pengelolaan banjir terdiri atas:
a) konservasi lahan;
b) penetapan zona banjir;
c) normalisasi sungai;
d) pembangunan tanggul, turap dan bronjong;
e) kolam retensi;
f) penanaman bambu sepanjang sempadan sungai; dan
g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan banjir.

3. jaringan air bersih ke kelompok pengguna dikelola oleh
perusahaan air minum daerah dengan memanfaatkan mata air
Tirta, Lahurus dan mata air potensi lainnya.

Paragraf 5-
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. sistem penyediaan air minum,;

b. sistem pengelolaan air limbah;

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan

e. sistem jaringan evakuasi bencana.

(2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:

a. jaringan perpipaan terdiri atas:

1. unit air baku terdapat di sumber mata air Lahurus, Wematan,
Instalasi Pengelolaan Air Haekrit dan Sirani;

2. unit produksi terdapat di Instalasi Pengelolaan Air Haekrit dan
Sirani;
3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi perpipaan dalam Kota

Atambua yang melayani Kecamatan Kota Atambua, Atambua
Barat, Atambua Selatan dan Lasiolat (2 desa); dan

4. unit pelayanan dilayani dengan sambungan rumah yang tersebar
di seluruh kecamatan,
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3)

b. bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
1. sumur dangkal tersebar di seluruh kecamatan;
2. sumur pompa tersebar di seluruh kecamatan,;
3. terminal air tersebar di seluruh kecamatan; dan
4, bangunan penangkap mata air terdapat di setiap sumber mata air.

c. Rencana pengembangan sistem pengembangan air minum perkotaan
terdiri atas:

1. rencana sistem pengembangan air minum sumber mata air
Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;

2. rencana sistem pengembangan air minum sumber mata air
Molosoan di Kecamatan Lasiolat;

3. rencana sistem pengembangan air minum bendungan Rotiklot di
Kecamatan Kakuluk Mesak;

4. rencana sistem pengembangan air minum bendungan We Likis di
Kecamatan Tasifeto Barat; dan

5. rencana sistem pengembangan air minum Instalasi Pengelolaan air
Haekrit dan Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur.

6. rencana pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum
perdesaan meliputi 69 (enam puluh Sembilan) desa di Kabupaten
Belu yang akan dilayani dengan sistem sambungan rumah.

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas:

a. sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan
berupa instalasi pengolahan air limbah terdapat di Atambua; dan

b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik
individual maupun komunal terdapat di Atambua.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan pembangunan instalasi
pengolahan air limbah dan incinerator pada kawasan yang menghasilkan

limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk rumah sakit dan
puskesmas.
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(6)

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d terdiri atas:

a. tempat penampungan sampah sementara terdapat di setiap kelurahan
dan setiap kawasan perkotaan di kecamatan; dan

b. tempat pemroresan akhir sampah terdiri atas:

1. tempat pemroresan akhir sampah di Desa Derokfaturene
Kecamatan Tasifeto Barat; dan

2. rencana tempat pemroresan akhir sampah di Kecamatan Kakuluk
Mesak.

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdin atas:

a. jalur evakuasi bencana menggunakan jalan penghubung utama dari
desa-desa ke titik kumpul utama di ibukota kecamatan dan dari
ibukota kecamatan menggunakan jalan penghubung utama ke titik
kumpul paling aman yaitu di Kota Atambua. Adapun jalan utama
vang digunakan dari ibukota kecamatan ke Kota Atambua terdiri atas

1. kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk dan Nanaet Duabesi
menggunakan ruas jalan Halilulik-Batas Kota Atambua;

2. kecamatan Kakuluk Mesak menggunakan ruas jalan Batas Kota
Atambua-Motaain;

3. sebagian Kecamatan Kakuluk Mesak dan bagian utara Kecamatan

Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua-Salore-Silawan:;
dan

4. kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat dan
Tasifeto Timur menggunakan ruas jalan Atambua Weluli.

b. ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas-fasilitas umum milik

pemerintah yang berada di luar lokasi bencana berupa sekolah,
pus.kesmas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas
peribadatan yang terdapat di lokasi bencana.
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(1)

2

BAB 1V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan
kawasan budidaya.

Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

a.

b
c.
d

oo

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
kawasan perlindungan setempat;
kawasan lindung geologi;

kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas
ancaman atau dampak paling tinggi;

kawasan cagar budaya; dan

kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

(1)

Pasal 21
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung; dan

b. kawasan resapan air.
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(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1‘) huruf a
seluas kurang lebih 35.373 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh
tiga) hektar terdiri atas:

a. Tukubesi seluas kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hektar
terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kakuluk Mesak;

b. Bifemnasi-Sonmahole seluas kurang lebih 8.536 (delapan ribu lima
ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak,
Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan
Atambua Selatan;

c. Lakaan Mandeu seluas kurang lebih 21,712 {dua puluh satu ribu
tujuh ratus dua belas) hektar terdapat di Kecamatan Raimanuk,
Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan

Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen
Selatan;

d. Lakaan seluas kurang lebih 3.144 (tiga ribu seratus empat puluh
empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan

Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen;
dan

e. Fatukaduak seluas kurang lebih 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar

terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto
Timur.

f. Fatusakar seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar terdapat di
Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung seluas kurang lebih
35.373 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar dan

kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 962 (Sembilan ratus enam
puluh dua) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b terdiri atas:

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai;

¢. kawasan sekitar waduk; dan
d. ruang terbuka hijau perkotaan.
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(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdgpat
di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto
Timur seluas kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hektar.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat
di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welu_lxk,
Malibaka dan Talau seluas kurang lebih 2,255 (dua ribu dua ratus lima
puluh lima) hektar.

(4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diarahkan ke sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani
dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan seluas
kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar.

(5) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau
publik sebesar 20 % (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat
sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang tersebar
secara merata pada bagian wilayah perkotaan; dan

(6) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf ¢
yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
meliputi kawasan sempadan mata air yang terdapat di:

a. Kecamatan Tasifeto Barat;
Kecamatan Tasifeto Timur;
Kecamatan Kakuluk Mesak;
Kecamatan Atambua Barat;
Kecamatan Atambua Selatan;
Kecamatan Nanaet Duabesi;
Kecamatan Raihat;
Kecamatan Lasiolat;
Kecamatan Raimanuk;

FROMOe a0 g

—
.

—.
.

Kecamatan Lamaknen Selatan; dan
k. Kecamatan Lamaknen.
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(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan garis sempadan
sekurang-kurangnya pada radius 200 (dua ratus) meter.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam yang Tingkat Kerawanan dan
Probabilitas Ancaman atau Dampak Paling Tinggi

Pasal 24

Kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas
ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf d yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor
terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi dan
Kecamatan Lamaknen seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh)
hektar.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri
atas:

Rumah-rumah adat yang tersebar di Kabupaten Belu;

Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;

Ksadan Fatubesi di Kecamatan Lasiolat;

Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen;

Perkampungan Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
Gereja Tua Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan
Perkampungan Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat.

® =0 ap o P
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Paragrafl 6
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 26

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f
yaitu hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak
seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
kawasan hutan produksi;

kawasan pertanian;

kawasan perikanan;

kawasan pertambangan dan energi;

kawasan peruntukan industri;

kawasan pariwisata;

kawasan permukiman;

kawasan pertahanan dan keamanan; dan

R M e ae o

kawasan transportasi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28
(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a
terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi terbatas; dan
b. Kawasan hutan produksi tetap.
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(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luasan kurang lebih 653 (enam ratus lima puluh tiga)
hektar berada di Kecamatan Tasifeto Barat.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luasan kurang lebih 962 (sembilan ratus enam puluh
dua) hektar terdiri atas:

a. Hutan produksi tetap Halilulik dengan luasan kurang lebih 604 (enam
ratus empat) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat;

b. Hutan produksi tetap Wemata dengan luasan kurang lebih 203 (dua
ratus tiga) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dan
Kecamatan Atambua Selatan; dan

c. Hutan produksi tetap Udukama dengan luasan kurang lebih 155
(seratus lima puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat
dan Kecamatan Atambua Selatan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri
atas:

a. Kawasan tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura;

c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan
Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan
Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih
3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar.

(3) Kau{asan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi komoditas alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk
besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak,
sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih,
kentang, wortel, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung,
kangkung, dan lain-lain yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten

dengqn luasan kurang lebih 58.198 (lima puluh delapan ribu seratus
sembilan puluh delapan) hektar.
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(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi komoditas kemiri, kelapa, kopi, jambu mente, pinang, tembakau,.
siri, dan lain-lain yang terdapat di seluruh kecamatan dengan memenuhi
kaidah teknis lahan perkebunan dengan luasan kurang lebih 2.892 (dua

ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektar.

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

atas:

a. kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan
Raimanuk meliputi:

1.

Desa Teun; dan

2. Desa Tasain.
b. kawasan usaha peternakan Uaboek terdapat di:
1. Kecamatan Raimanuk meliputi:
a) Desa Mandeu;
b) Desa Duakoran; dan
c) Desa Faturika.
2. Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi:
a) Desa Dubesi; dan
b) Desa Nanaenoe.
3. Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Lawalutolus.
c. kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan
Tasifeto Barat meliputi:
1. Desa Bakustulama;
2. Desa Derokfaturene; dan
3. Desa Naekasa.

d. kawasan usaha
Kecamatan Tasifeto Timur meliputi:

¥

- R

Desa Sadi;

Desa Sarabau;

Desa Bauho;

Desa Umaklaran; dan
Desa Manleten.
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e. kawasan usaha peternakan Makun terdapat di Kecamatan Kakuluk
Mesak meliputi :

1. Desa Fatuketi; dan
2. Desa Dualaus.

f. kawasan wusaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan
Lamaknen Selatan meliputi :

1. Desa Lo'onuna;

2. Desa Lutharato;
3. Desa Henes; dan
4. Desa Debululik.

(6) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan

luasan kurang lebih 3.849 [tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan)
hektar.

(7) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c
terdiri atas:

a. kawasan perikanan tangkap;
b. kawasan perikanan budidaya; dan
C. sarana penunjang perikanan.

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan pada wilayah perairan
laut di kawasan pesisir pantai utara meliputi Kecamatan Kakuluk
Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.,

b. kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar
Embung Haekrit, Embung Sirani dan Bendung Rotiklot di Kecamatan

Tasifeto Timur seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas)
hektar.
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(3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas:

a. kawasan perikanan budidaya air tawar berupa ikan lele, karpel dan
nila diarahkan di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak,
Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur,
Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota
Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua

Barat seluas kurang lebih 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat)
hektar.

kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng, diarahkan di
Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur seluas
kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar.

c. kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di kawasan pesisir

pantai utara yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan
Kecamatan Tasifeto Timur.

(4) Sarana penunjang perikanan sebag

aimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri atas:

a. terminal khusus (pelabuhan) perikanan yaitu pangkalan pendaratan
ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
b. tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.

(5) Rencana pengembangan kawasan perikanan mengacu pada Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berlaku.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf d terdiri atas:
a. kawasan pertambangan mineral logam;

b. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
c. kawasan pertambangan batuan,

(2) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas X
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3)

4)

1

2)

a. potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi,

Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan
Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat; dan

b. potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet
Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak,

Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen
dan Kecamatan Lamaknen Selatan.

Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yaitu potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan

Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan
Lasiolat.

Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:

a. potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan
Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;

b. potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan
Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto
Barat;

c. potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan
Kecamatan Raimanuk;

d. potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan
Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan

e. potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di
Kabupaten Belu.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf e terdiri atas:

a. rencana kawasan peruntukan industri; dan
b. sentra industri kecil dan menengah

Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu
pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat seluas
kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar,
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(3)

(4)

(1)

Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a.

sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang
terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan
tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Belu;

sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas
perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu
cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Belu;

sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan
dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di
Kabupaten Belu;

sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa
Lakmaras, Desa Henes, Desa Lo’onuna Kecamatan Lamaknen Selatan
dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;

sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin,
abon ikan dan dendeng ikan terdapat di kecamatan Kecamatan
Kakuluk Mesak;

sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa
industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi
kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional,
serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan
di Kabupaten Belu.

Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri
atas:

a.
b.

C.

kawasan pariwisata alam;
kawasan pariwisata budaya; dan
kawasan pariwisata buatan.

36

Divindai dengan CamScanner



(2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;

b. panorama gunung Lakaan (Fulanfehan) dan Air Terjun Lesutil di
Kecamatan Lamaknen;

c¢. sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Toheleten di Kecamatan Raihat;

d. pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih, Berluli dan
Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;

e. pantai Motaain (perbatasan Indonesia - Republica Democratica De
Timor - Leste) di Kecamatan Tasifeto Timur;

pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;

g. gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Babotok/ Halimea
di Kecamatan Tasifeto Barat; dan

h. air terjunMauhalek di KecamatanLasiolat.

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:

a. rumah adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;

rumah adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua,;

rumah adat Loe Gatal dan Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen;
rumah adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan; dan

ksadan takirin di KecamatanTasifeto Timur.

(4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri atas:

a. embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
b. gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;dan
c. kolam Renang Tirta di KecamatanAtambua Selatan.

o po o

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 34

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g
terdiri atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
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. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Atambua dan ibukota

kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935 (tiga ribu sembilan ratus tiga
puluh lima) hektar.

) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu
dengan luas kurang lebih 1.848 (seribu delapan ratus empat puluh
delapan) hektar.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

awasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
aruf h terdiri atas:

kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;

markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik
Indonesia — Republica Democratica De Timor Leste yang berlokasi di
Kecamatan Atambua Barat;

markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat; dan

pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas
pada kawasan perbatasan Republik Indonesia-Republica Democratica De
Timor Leste; dan

pos angkatan laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 36

awasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i yaitu
andar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua
sluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar,
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1)

2)

3)

1)

2)

Pasal 37

Pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
sampai dengan Pasal 35 agar memperhatikan potensi rawan bencana
alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau
berdampak rendah hingga sedang.

Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat
kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan rawan abrasi pantai di Kecamatan Tasifeto Timur dan
Kecamatan Kakuluk Mesak;

b. kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Lamaknen Selatan,
Lamaknen, Raihat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Kota Atambua,
Atambua Selatan dan Tasifeto Barat;

c. kawasan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Lamaknen Selatan,
Lamaknen, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, Tasifeto Barat, Nanaet
Duabesi dan Raimanuk;

d. kawasan rawan tsunami di Kecamatan Kakuluk Mesak dan
Kecamatan Tasifeto Timur.

Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat
kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam bentuk:

a. penampalan (overlay) pada peta rencana pola ruang; dan

b. peta kawasan rawan bencana alam yang dilengkapi dengan jalur dan
ruang evakuasi bencana.

Pasal 38

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 dapat dilaksanakan
apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak
melanggar KUPZ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat
rekomendasi dari badan/tim atau pejabat yang tugasnya
mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Belu.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

¥

BAB vV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum

) Pasal 39
Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Belu terdiri atas :

a. kawasan strategis nasional;

b. kawasan strategis provinsi; dan

c. kawasan strategis kabupaten.

Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 40

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a yaitu kawasan perbatasan
darat Republik Indonesia dengan Negara Republica Democratica De Timor
Leste meliputi Kecamatan Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen,
Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat dan Nanaet Duabesi yang merupakan
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b yaitu kawasan Mena di
Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu yang merupakan
kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) huruf ¢ yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut
kepentingan ekonomi.
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trategis dari sud . .
(2) Kawasan s ut kepentingan ek ;
dimaksud pada ayat (1) terdiri atag : gan ekonomi sebagai mana

a. kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan
Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;

b. kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan

perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan
Tasifeto Timur;

c. kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan
Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan

d. kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan
Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Pasal 42

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu
disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu merupakan upaya
perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi
program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi
pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan
5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun

dalam Peraturan Daerah RTRW,
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Belu, terdiri atas :
a, Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah
kabupaten;
b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah
kabupaten; dan

41

Divindai dengan CamScanner



(3)

)

(1)

2

(1)

c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis.

pelaksanaan RTRW Kaln ,
meliputi 1paten Belu terbagi dalam 4 (empat) tahapan,

a. Tahap I (Tahun 2020-2024);

b. Tahap Il (Tahun 2025-2029);

c. Tahap Il (Tahun 2030-2034); dan

d. Tahap IV (Tahun 2035-2040); yang terbagi atas program tahunan,

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 44

Pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang
ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang disesuaikan
kewenangannya dan Kkerjasama dengan swasta sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah Kabupaten,
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(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

(1)

(2)

(1)

a.
b.
¢
d.

KUPZ;
ketentuan perizinan;

ketentuan pemberian insentif dan disinsentif: ; dan
arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

KUPZ sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun peraturan zonasi.

KUPZ terdiri atas:

a. KUPZ untuk kawasan lindung;

b. KUPZ untuk kawasan budidaya;

c. KUPZ untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana;
d. KUPZ untuk sistem sistem perkotaan; dan

e. KUPZ tambahan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 47

KUPZ untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.

KUPZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;

KUPZ kawasan perlindungan setempat;
KUPZ kawasan lindung geologi;

KUPZ kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan
probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi;

43

Divindai dengan CamScanner



e. KUPZ kawasan cagar budaya; dan

f. KUPZ kawasan ekosistem mangrove,

(2) KUPZ kawasan ya.ng memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. KUPZ kawasan hutan lindung meliputi:

1.

Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah -bentang
alam;

Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas
kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya
diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak

mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan
ketat.

b. KUPZ kawasan resapan air meliputi:

¥

Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya

tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam
menahan limpasan air hujan;

Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan
terbangun yang sudah ada; dan

Penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan
budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

(3) KUPZ kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:

a. KUPZ sempadan pantai meliputi:

1.

2
3.
4

Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
Pemanfaatan ruang untuk bangunan pengaman pantai;
Pemanfaatan ruang untuk pelabuhan;

Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman rekreasi, bangunan pengaman pantai dan pelabuhan;

Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
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6. Sempadan pantai ditetapkan pada kawasan sepanjang tepian

pantai ?ejauh 100 .(seratus) meter dari pasang tertinggi secara
propox:sxonal sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik
pantai.

b. KUPZ sempadan sungai meliputi:

1. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan

perkotaan ditentukan:

a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal

kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga)
meter; dan

b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal

kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20
(dua puluh) meter.

2. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan ditentukan:

a) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar
dari 500 (lima ratus) kilo meter persegi paling sedikit berjarak
100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai;

b) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari
atau sama dengan 500 (lima ratus) kilo meter persegi
ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan

ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar
kaki tanggul sepanjang alur sungai;

4, garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar
kaki tanggul sepanjang alur sungai.

5. kegiatan pinggir sungai yang mampu melindungi, memperkuat,
dan mengatur aliran air yaitu dengan tanaman keras dan rib
pengendali saluran air;
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C.

dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk

kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul
dilakukan dengan larangan:

a) menanam tanaman selain rumput;
b) mendirikan bangunan; dan
c) mengurangi dimensi tanggul.

Fasilitas yang boleh dibangun dalam sempadan sungai untuk
kepentingan tertentu yang meliputi:

a) bangunan prasarana sumber daya air;

b) fasilitas jembatan dan dermaga;

c) jalur pipa gas dan air minum;

d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan

e) bangunan ketenagalistrikan.

KUPZ kawasan sekitar waduk meliputi:

1.

garis sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling
sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi
yang pernah terjadi;

muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan
waduk;

badan waduk merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah
air,

sempadan waduk hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

b) pariwisata;

c) olah raga; dan/atau

d) aktifitas budaya dan keagamaan.

sempadan waduk hanya dapat dimanfaatkan untuk:

a) bangunan prasarana sumber daya air;

b) jalan akses, jembatan dan dermaga;

c) jalur pipa gas dan air minum;

d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
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e) prasarana pariwisata, olah raga dan keagamaan;
f) prasarana dan sarana sanitasi; dan
g) bangunan ketenagalistrikan.

6. pada sempadan waduk dilarang untuk:

a) mengubah letak tepi waduk;
b) membuang limbah;

c) menggembala ternak; dan

d) mengubah aliran air masuk atau ke luar waduk.
d. KUPZ ruang terbuka hijau kawasan perkotaan meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang
kegiatan rekreasi dan fasilitas umum; dan

pelarangan pendirian bangunan permanen selain bangunan
penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum.

(4) KUPZ kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ yaitu kawasan mata air terdiri atas :

a. kegiatan yang diizinkan yaitu ruang terbuka hijau;

b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas yaitu pendirian bangunan
untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat yaitu kegiatan penelitian
tanpa mengubah bentang alam;

kegiatan yang dilarang, yaitu pendirian bangunan dan fasilitas umum
permanen; dan

garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya radius 200 (dua
ratus) meter dari mata air.

(5) KUPZ kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan
probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah
termasuk tanah longsor terdiri atas:

a. zona berpotensi longsor dengan dengan tingkat kerawanan/ tingkat
resiko tinggi adalah sebagai berikut:

47

Divindai dengan CamScanner



1.

zona berpotensi longsor tipe A:
a) tidak untuk kegiatan Pembangunan fisik:
b) fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung;

c¢) pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan

dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara

bertahap;

d) kfagiatzlm yang ada yang tidak memenuhi persyaratan segera
dihentikan atau direlokasi;

e)

diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat; dan

f) kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya
diperbolehkan secara terbatas melalui pendekatan/konsep
penyesuaian lingkungan yang lebih menekankan pada upaya
rekayasa kondisi alam yang ada.

zona berpotensi longsor tipe B:
a) fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung;

b) tidak layak untuk kegiatan hunian/permukiman,
pertambangan, industri, peternakan dan perikanan;

c¢) kegiatan lainnya: pariwisata terbatas, hutan kota, hutan
produksi, perkebunan dan pertanian dengan persyaratan
tertentu antara lain memelihara kelestarian lingkungan, .
pemeliharaan vegetasi dan pola tanam yang tepat, rekayasa
teknis, kestabilan lereng, drainase dan sebagainya;

d) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam
pemarifaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi
semula secara bertahap; dan

e) diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
yang ketat.

zona berpotensi longsor tipe C:

a) tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik,
hunian/permukiman, pertambangan dan peternakan;

b) diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi,
perkebunan dengan persyaratan ketat dan pengawasan dan
pengendalian yang ketat berupa rekayasa teknis, penguatan
lereng, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi
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el

dae?‘ah resapan dan kelestarian lingkungan dan untuk jenis
kegiatan penelitian;

¢) diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan,
denggn persyaratan ketat berupa rekayasa teknis dan
pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan;

d) diizir}kan u‘ntl.lk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa
teknis dan jenis wisata air; dan

e) untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan

akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara
bertahap.

b. zona berpotensi longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat resiko
sedang adalah sebagai berikut:

1.

zona berpotensi longsor tipe A:

a) dapat dengan kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat
analisis geologi (daya dukung lingkungan, kestabilan lereng
dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), rekayasa teknis
(memperkecil lereng, jaringan transportasi yang mengikuti
kontur dan system drainase), jenis wisata alam, pemilihan
tanaman yang tepat, jenis wisata pondokan, camping ground,
dan pendaki gunung;

b) dapat untuk kegiatan hutan kota dengan persyaratan
pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat
berupa rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang
mendukung fungsi resapan dan Kkelestarian lingkungan,
terasering dan system drainase yang tepat untuk jenis
kegiatan penelitian;

c) kegiatan yang tidak konsisten dengan pemanfaatannya,
dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara
bertahap; dan

d) tidak layak untuk kegiatan-kegiatan hunian/permukiman,
industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan,
pertanian pangan, perikanan dan peternakan.
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zona berpotensi longsor tipe B:

a) tidak untuk kegiatan

) industri, ertamb
hunian/permukiman:; g iR San

b) untuk kegiatan pariwisata den

an pe tan b
rekayasa teknis, 8 persyaratan berupa

‘ jenis wisata alam, jenis usaha wisata
pondokan, camping ground, pendaki gunung;

untuk‘kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan,
pertanmian, perikanan dan peternakan dengan pengawasan
dan pengendalian yang ketat serta persyaratan tertentu
antara lain rekayasa teknis, terasering, perkuatan lereng,
system drainase yang tepat, mengikuti kontur, pemilihan

jenis vegetasi dan pola tanam yang tepat untuk jenis kegiatan
penelitian; dan

d) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam
pemanfaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi
semula secara bertahap.

zona berpotensi longsor tipe C:
a) tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik;

b) diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi,
perkebunan dengan persyaratan serta pengawasan dan
pengendalian ketat berupa rekayasa teknis, pemilihan jenis
vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan
kelestarian lingkungan untuk jenis kegiatan penelitian;

c) untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan dengan
persyaratan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi dan
teknik pengelolaan; dan

d) untuk kegiatan pertambangan dan hunian/permukiman dan
pariwisata dengan persyaratan ketat antara lain tidak
dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus
mematuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan
dan dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan didahului
penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lere.ng, daya
dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur,

dan sebagainya.
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c) diizinkan unt}lk kegiatan peternakan dengan persyaratan
rekayasa teknis dan menjaga kelestarian lingkungan,;

d) diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan persyaratan,
antara lain penelitian geologi, analisis kestabilan lereng,
rencana jalan mengikuti kontur, rencana reklamasi lereng,
revitalisasi kawasan, analisis dampak lingkungan, rekayasa
teknik, menjaga kestabilan lingkungan dan pengendalian
kegiatan tambang sesuai dengan peraturan yang ada;

e) diizinkan untuk permukiman dengan persyaratan rekayasa
teknis/rumah panggung, pemilihan tipe bangunan rendah
hingga sedang dan menjaga kestabilan lingkungan;

f) diizinkan untuk transportasi dengan persyaratan rekayasa
teknis dan mengikuti pola kontur; dan

g untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan

akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara
bertahap.

() KUPZ kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e terdiri atas:

a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai

dengan fungsi kawasan.

(7) KUPZ kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f terdiri atas:

a.

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan
pariwisata alam,;

ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu; dan

ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi
luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove.
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(1)

2)

(3)

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 48

KUPZ untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.

o

& P

B om o

KUPZ kawasan hutan produksi;

KUPZ kawasan peruntukan pertanian;
KUPZ kawasan perikanan;

KUPZ kawasan pertambangan dan energi;
KUPZ kawasan peruntukan industri;
KUPZ kawasan pariwisata;

KUPZ kawasan permukiman; dan

KUPZ kawasan pertahanan dan keamanan.

KUPZ kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. KUPZ kawasan hutan produksi terbatas meliputi:

1. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan
neraca sumber daya kehutanan dan resapan air; dan

2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan produksi terbatas.

b. KUPZ kawasan hutan produksi tetap meliputi:

1. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan
neraca sumberdaya kehutanan dan resapan air; dan

2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan produksi tetap.

KUPZ kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:

a.

KUPZ kawasan peruntukan tanaman pangan meliputi:

1. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya
non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan
prasarana utama;
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2. Diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;

3. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah
irigasi;

4. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi
lahan dan kualitas tanah;

5. Diizinkan aktivitas pendukung pertanian;

6. Tidak ada kawasan terbangun permanen pada lahan pertanian
yang ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan; dan

7. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang
dialihfungsikan dengan alasan apapun.

b. KUPZ kawasan peruntukan hortikultura meliputi :

1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan sarana
penunjang dengan kepadatan rendah;

2. Diarahkan untuk budidaya holtikultura, peternakan atau
perkebunan sesuai fungsi kawasan;

3. Diizinkan untuk budidaya komoditas sektor pertanian lainnya;
dan

4. Pembangunan kegiatan terbangun melalui kajian lingkungan.
c. KUPZ kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan sarana
penunjang dengan kepadatan rendah; dan

2. Ketentuan pelarangan alihfungsi lahan menjadi lahan budidaya
non pertanian kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana.

d. KUPZ kawasan peruntukan peternakan meliputi:

1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman peternak dan sarana
penunjang peternakan dengan kepadatan rendah; dan

2. Ketentuan pelarangan alihfungsi lahan menjadi lahan budidaya
non peternakan kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana.

(4) KUPZ kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:

a. KUPZ kawasan perikanan tangkap meliputi:

1. Pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah untuk
nelayan;
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(5) KUPZ kawasan Pefmmbﬂl?gan dan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d yang terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam,
mineral bukan logam dan pertambangan batuan meliputi:

a. kegiatan  penambangan dilakukan setelah diperoleh  nilai

keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara
resiko dan manfaat;

b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan

pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan
memperhatikan kepentingan daerah;

c. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah
berakhirnya kegiatan penambangan;

d. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi
analisis mengenai dampak Ilingkungan yang dilengkapi dengan
rencana pemantauan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan
lingkungan hidup untuk yang berskala besar atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk
yang berskala kecil (tambang rakyat);

e. kegiatan hanya Dboleh dilakukan setelah mendapatkan izin
pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten;

f. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di
bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;

g. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam
sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;

h. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain
diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama

kawasan;

i. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya
diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan

j. diwajibkan  melakukan kegiatan yang  bertujuan  untuk
mengembalikan fungsi lingkungan setelah dilakukan penambangan.
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KUPZ kawasan peruntukan industri sebagaimana dimak

) huruf e terdiri atas: sud pada ayat (1)

a. KUPZ rencana kawasan industri dan pergudangan meliputi:

1. pembatgsan _pembangunan perumahan baru sekitar kawasan
peruntukkan industri dan pergudangan:

2. tidak dilakukan kegiatan bongkar muat barang pada badan jalan
yang mengganggu kepentingan pengguna jalan;

3. tidak dilakukan kegiatan bongkar muat barang dalam kawasan
perkotaan Atambua;

4. pergudangan tidak diarahkan didalam kawasan perkotaan
Atambua; dan

5. pelarangan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
pengelolaan kawasan peruntukkan industri.

b. KUPZ sentra industri kecil dan menengah meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai
dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan

2. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan
peruntukan industri.

(7) KUPZ kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
yang terdiri atas kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya
dan kawasan pariwisata buatan terdiri atas:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan;

b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
dan

c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan
pariwisata.

(8) KUPZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
terdiri atas:
a. KUPZ kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

1. mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan
terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi
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b KUPZ kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:

1.

pengaturan pada rencana kawasan terb
perumah&.n, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan
lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang
masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran

dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona
tersebut;

angun dengan fungsi

pengaturan pa'ada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka
untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan
khususnya untuk tidak dialihfungsikan non pertanian;

mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan
perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya
dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus
menggunakan lahan yang kurang produktif;

pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan
sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai
sesuai kebutuhan masing-masing;

pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perdesaan harus
tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;

kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang terbuka
hijau di kawasan perdesaan (misalnya taman lingkungan
permukiman) harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi ruang
terbuka hijau masing-masing dan tidak boleh dilakukan alih
fungsi;

pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk
tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan
kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti
wisata alam, penelitian, kegiatan pecinta alam dan yang sejenis;

pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan
upaya konservasi baik berupa situs bangunan bekas peninggalan
belanda, bangunan/monumen perjuangan rakyat dan sebagainya;

perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan
terbangun di perdesaan (misalnya pada zona permukiman
sebagian digunakan untuk fasilitas umum, termasuk kegiatan
industri kecil, pasar desa, dan sebagainya) boleh dilakukan
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ng saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan

sepanjﬂ : .
atif bagi zona yang telah ditetapkan;

efek N€g
10. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif
di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk
kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada
duktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan

lahan Yyang pro
erbandingan antara kawasan terbangun dan

komposisi atau p
ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai rencana detail tata

g kawasan perdesaan masing-masing;

zona tidak boleh dilakukan perubahan secara
ang

ruan

11.dalam pengaturan

keseluruhan fungsi dasarnya sesuai rencana rinci tata U

kawasan perdesaan masing-masing;

12.penambahan fungsi tertentu pada suatu 2zona tidak boleh

dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya sawah atau
permukiman digabung dengan gudang pupuk yang memiliki
potensi pencemaran udara;

13.pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar
dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan
dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan
sekitarnya;

14.pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau
produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;

15.pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk
keselamatan penerbangan baik terkait fungsi ruang, intensitas
ruang maupun ketinggian bangunan yang telah ditetapkan tidak
boleh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan zona masing-masing; dan

16. pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat
komunikasi dan jaringan pengaman saluran udara tegangan tinggi
tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius
keamanan dimaksud.
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yPZ kawasan pertahan'an dan keamanan sebagaimana dimaksud
¢ pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

|, Diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi
kawasan pertahanan;

2. Diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang tidak mengganggu
fungsi utama kawasan pertahanan; dan

3. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu
fungsi utama kawasan pertahanan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Sekitar Sistem JaringanPrasarana

Pasal 49

(1) KUPZ untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana
dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. KUPZ sekitar sistem jaringan transportasi;
b. KUPZ sekitar sistem jaringan energi,

c. KUPZ sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

d. KUPZ sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. KUPZ sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

() KUPZ sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. KUPZ sekitar sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
1. KUPZ sistem jaringan jalan meliputi:
a) jalan arteri primer meliputi :

1) jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer/jam
dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 11 (sebelas)

meter;

2) jalan arteri primer mempunyai kapasitas lebih besar dari
volume lalu lintas rata-rata;
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b)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh

terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan
kegiatan lokal;

jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi
sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) dan angka 3) harus tetap
terpenuhi;

persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan
pengaturan  tertentu  harus memenuhi  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 1) angka 2) dan angka
3);

jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan

dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh
terputus;

lebar ruang pengawasan jalan 15 (lima belas) meter; dan

lebar ruang milik jalan 25 (dua puluh lima) meter.

jalan kolektor primer meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan
paling rendah 40 (empat puluh) kilometer/jam dan
dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 9 (sembilan)
meter;

jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama
atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

jumlah jalan dibatasi atau direncanakan sehingga
ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2) tersebut diatas masih tetap terpenuhi;

persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan
pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan
angka 3);

jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan
dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh

terputus;
lebar ruang pengawasan jalan 10 (sepuluh) meter; dan

lebar ruang milik jalan 15 (lima belas) meter.
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¢) jalan lokal primer meliputi:

1)

2)

3)
4)

jalan lokal ' primer didesain berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer/jam

dengan. lebar badan jalan tidak kurang dari 7,5 (tujuh
koma lima) meter;

jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan
tidak boleh terputus;

lebar ruang pengawasan jalan 7 (tujuh) meter; dan

ruang milik jalan 15 (lima belas) meter.

9. KUPZ terminal terdiri atas:

a) terminal penumpang Tipe B meliputi:

1)
2)

3)
4)

terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;

terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan
sekurang-kurangnya III B; dan

luas lokasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hektar;

mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan
dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya S0 (lima
puluh) meter.

b) terminal penumpang Tipe C meliputi:

1)
2)

3)
4)

terletak dalam kota dan dalam jaringan trayek perkotaan;

terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan
sekurang-kurangnya III A;
tersedia lahan sesuai permintaan angkutan; dan

mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan
dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran

lalu lintas disekitar terminal.

¢) terminal barang meliputi :

1)

kegiatan  yang diperbolehkan meliputi  kegiatan

operasional, penunjang operasional dan pengembangan
terminal barang;
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2) ‘kegiatan yang - diperbolehkan dengan syarat meliputi
keglate}n selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1)
yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;

3) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan serta fungsi terminal barang;

4) terminal barang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau
yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;

5) penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk
terminal barang meliputi:

a. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan
kendaraan angkutan ‘“barang, jalur kedatangan
kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan
angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara
pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan

b. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat
ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang
informasi dan pengaduan, telepon umum, alat
pemadaman kebakaran dan taman;

6) ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang
meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal
barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan

dan keamanan negara.
3. KUPZ jembatan timbang terdiri atas:
a) lokasi dekat dengan pelabuhan;
b) komplek jembatan timbang diberi pagar keliling;
¢) terdapat jalan keluar dan masuk untuk kendaraan yang akan
ditimbang;
d) terdapat platform jembatan timbang;

e) bangunan operasional yang terdiri atas ruang operator
timbangan, ruang administrasi, ruang kepala, WC/kamar
mandi, ruang istirahat petugas, ruang rapat, dapur, gudang

genset atau peralatan; dan
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f) terdapat Rudn'n.g untuk penyimpanan barang kelebihan
muatan yang ditindak. g

4. KUPZ sistem jaringanpenyeberangan meliputi:

KUPZ pelabuhan penyeberangan meliputi :

a) pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan
pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan;

p) ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas
badan air yang berdampak pada lintas penyeberangan;

¢) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan penyeberangan harus mendapat izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) pemanfaatan ruang pada badan air disepanjang lintas
penyeberangan dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

¢) pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil disekitar badan air disepanjang lintas penyeberangan
dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan.

b. KUPZ Pelabuhan umum meliputi:

1.

penetapan lokasi pelabuhan umum dilakukan dengan
memperhatikan beberapa aspek yaitu rencana tata ruang wilayah
provinsi dan/atau kabupaten, pertumbuhan ekonomi, kelayakan
ekonomi dan teknis bangunan dan pengoperasian pelabuhan,
kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan pelayaran,
keterpaduan intra dan antar moda dan pertahanan dan kemanan
negara;

untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan
kepelabuhan,;

penyelenggaraan pelabuhan umum harus menguasai tanah dan
perairan pada lokasi yang telah ditetapkan untuk keperluan
pelayanan jasa kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan fasilitas

penunjang pelabuhan umum;
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P harus dib
4. fasilitas yang angun pada daerah lin i
_ . gkungan k
daerah lingkungan lfepemmgan pelabuhan adalah fiqilit i (lia;:
pelabuhan yang meliputi: et i

a) perairan tempat labuh;
b) kolam labuh;

c¢) alih muat antar kapal;
d) dermaga;

e) terminal penumpang;

pergudangan;

=

g) lapangan penumpukan;

h) terminal peti kemas, curah air, curah kering dan Ro-Ro;

i) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
j) fasilitas bunker;

k) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;

1) jaringan jalan dan rel kereta api;

m) fasilitas pemadam kebakaran; dan

n) tempat tunggu kendaraan bermotor.

5. Fasilitas penunjang pelabuhan yang harus dibangun pada daerah
lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

meliputi :

a) kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
b) sarana umum,;

¢) tempat penampungan limbah;

d) fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi;

e) fasilitas perhotelan dan restoran;

f) areal pengembangan pelabuhan;

g) kawasan perdagangan; dan

h) kawasan industri.
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C

KUPZ sekitar kawasan transportasi udara meliputi;

1. P

emanfaatan ruang pada kawasan kebisingan 1 dan II dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan

kecuali un‘tuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah dan
rumah sakit;

pangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dilengkapi
dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur dan
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi dalam bangunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pemanfaatan ruang pada kawasan kebisingan Il dapat
dimanfaatkan hanya untuk membangun bangunan dan fasilitas
bandar udara yang dilengkapi fasilitas insulasi suara;

selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah
dan ruang udara pada kawasan kebisingan III dapat dimanfaatkan
sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan
pertanian yang tidak mengundang burung;

untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta
menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan
keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas
ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;

untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan
lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak
melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu;

pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak
mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung
permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan dengan batas ketinggian yang diatur dalam
peraturan pemerintah;

kemungkinan  bahaya kecelakaan tidak
gunan yang dapat menambah
kecelakaan pesawat antara lain
n bakar umum, pabrik atau

pada kawasan
diperkenankan mendirikan ban
tingkat fatalitas apabila terjadi
bangunan stasiun pembakaran baha
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qudang kimia berbahaya saluran udarq

caluran udara tegangan tinggi; egangan tinggi dan/atau

9. untuk ‘mempergunakan tanah, perairan atau udara di daerah
kepentingan  bandar u.dara wajib  mematuhi persyaratan-
persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah

i istem jari i i ;
9 KUPZf :e:(;:::ﬁs; = jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huru )

d pembangkit listrik tenaga uap meliputi:

1. pembangunan lokasi pembangkit listrik tenaga uap harus sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah:;

2. sebelum melaksanakan operasional kegiatan, wajib memiliki izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi
izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan
beracun dan izin pembuangan limbah cair ke laut ataupun tempat
penampungan air lainnya;

3. lokasi tidak pada kawasan permukiman padat penduduk; dan
4. wajib memiliki fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun dan tempat pengelolaan limbah cair.
e. pembangkit listrik tenaga diesel meliputi:
1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel harus sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah;

2. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas
tertentu tidak disarankan pada permukiman padat penduduk; dan

3. dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel terdapat
faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat pemilihan lokasi
pembangkit listrik tenaga diesel diantaranya jarak dari beban
dekat, persediaan areal tanah dan air, pondasi, pengangkutan
bahan bakar dan kebisingan dan kesulitan lingkungan.

f. pembangkit listrik tenaga bayu/angin meliputi:

1. penetapan lokasi pembangkit listrik tenaga bayu ditetapkaq
berdasarkan hasil survei lokasi yang memenuhi syarat sesual
ketentuan yang berlaku; dan

2. pembangkit listrik tenaga bayu dibangun dengan menggunakan
tower yang tinggi atau dipasang diatas bangunan.
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4 pembangkit listrik tenaga mikro hidro meliputi:

1. untuk pembangunan transmisi dan distribusi, spesifikasi dan

perancangan ha.rus mel.lg'acu Pada standar Perusahaan Listrik
Negara mengenal transmisi dan distribusi untuk pelistrikan;

n. transmisi tegangan menengah dan distribusi tegangan rendah
harus sesuai dengan standar Perusahaan Listrik Negara mengacu
Standar Perusahaan Listrik Negara 72-1987;

3, tegangan li§tdk dan frekuensi di tingkat konsumen memiliki
toleransi lebih kurang 10% sesuai Standar Nasional Indonesia 04-
0227-1987 dan Standar Nasional Indonesia 04-1992-1990:

4, peta jaringan distribusi harus ada untuk semua kapasitas
pembangkit listrik tenaga mikro hidro;

5. kabel transmisi atau distribusi diatas tanah berada minimal 5
(lima) meter diatas tanah;

6. jika menggunakan jaringan kabel terbuka maka antar konduktor
jarak minimal adalah 30 (tiga puluh) sentimer dengan syarat tinggi
tiang listrik minimal 9 (sembilan) meter; dan

7. spesifikasi teknis mengacu pada standar Standar Nasional
Indonesia yang sudah ditetapkan.

h. Saluran udara tegangan tinggi meliputi:

1. terdapat di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi
bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan

2. dalam kondisi tertentu di bawah jaringan tinggi terdapat
bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

1. Saluran udara tegangan menengah meliputi:
1. tidak melewati kawasan tanaman produktif;

2. tidak melewati kawasan padat permukiman dan bangunan tinggi;
dan

3. penggunaan sistem kabel bawah tanah pada bangunan-bangunan
yang lokasinya ramai.
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j. Saluran udara tegangan menengah meliputi :

1. pada jar%ng_an tegangan rendah yang menggunakan tiang bersama
dengan jaringan tegangan menengah maka jarak gawang (span)
harus dijaga agar tidak lebih dari 60 (enam puluh) meter; dan

2. pemasangan pada kawasan permukiman padat penduduk sesuai
standar yang berlaku,

k. Gardu induk jaringan transmisi yaitu penentuan lokasi pembangunan
gardu induk sesuai dengan analisis penentuan lokasi gardu induk
sesuai standar yang telah ditetapkan.

(4) KUPZ sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

(5)

pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang
untuk penempatan menara  pemancar telekomunikasi  yang
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan
disekitarnya.

KUPZ sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Sempadan sungai meliputi:

1. kegiatan pinggir sungai yang mampu melindungi, memperkuat,
dan mengatur aliran air yaitu dengan tanaman keras dan rib
pengendali saluran air;

2. daerah sempadan untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter di kiri dan
kanan sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih dari 500
(lima ratus) kilometer seluas 198,70 (seratus sembilan puluh
delapan koma tujuh nol) hektar;

3. daerah sempadan untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter di kiri dan
kanan sungai dengan luas daerah aliran sungai kurang atau sama
dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi seluas 80,73 (delapan
puluh koma tujuh tiga) hektar;

4, daerah sempadan sungai yang melewati pemukiman paling sedikit
berjarak 30 (tiga puluh) meter di kiri dan kanan sungai dengan
kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter; dan

5. sungai yang terdapat di tengah pemukiman dapat dilakukan
dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 (sepuluh)
meter ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali
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bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau
pemanfaatan air; dan

6. pemanfaata.n Fuang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan
lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada
wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

b. Jaringan irigasi meliputi:

1. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan
primer, sekunder, tersier maupun kwarter;

2. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat
jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun
fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan irigasi
sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;

3. bangunan milik organisasi pada lahan pertanian yang diarahkan
pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai setelah
mendapat persetujuan dari pengelola bersangkutan; dan

4. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau,
pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti
ketentuan teknis yang berlaku.

c. Cekungan Air Tanah meliputi:

1. pelarangan penebangan pohon di kawasan yang menjadi imbuhan
cekungan air tanah;

2. pembatasan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi
merusak pelestarian sumberdaya air tanah;

3. melakukan kegiatan reboisasi hutan pada kawasan sekitar
imbuhan cekungan air tanah; dan

4. melindungi sumber air yang terdapat pada kawasan imbuhan
cekungan air tanah.

(6) KUPZ sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. sistem prasarana air minum meliputi:

1. pelestarian sumber air untuk kebutuhan air minum wajib
memperhatikan kelestarian;

2. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan
dibangun langsung pada sumber air baku;
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mbangunan d iari
3. pe g an pemasangan jaringan primer, sekunder, dan

sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib

dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang;

pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan
sz_imbungf%n rumah yang melintasi tanah milik perorangan wajib
dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; dan

p.e‘tr?bangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang
diizinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampung/ reservoar,

tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi
listrik dengan :

a) koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh
persen);
b) koefisien lantai bangunan setinggi-tingginya 60% (enam puluh

persen);

¢) sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar
jalan atau sesuai dengan keputusan Gubernur dan/atau
keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.

b. tempat pemrosesan akhir sampah meliputi:

1.
a:

penentuan lokasi sesuai arahan rencana tata ruang wilayah;

penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir sesuai standar
nasional Indonesia Nomor 03-3241-1994 tentang tata cara
pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;

tempat pemrosesan akhir tidak boleh berlokasi di danau, sungai
dan laut;

penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir disusun berdasarkan 3
(tiga) tahapan yaitu tahap regional, tahap penyisih dan tahap
penetapan,;
kriteria penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah dibagi
meliputi :
a) kriteria regional terdiri dari :

1) kondisi geologi;

2) kondisi hidrogeologi;
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3) kemiringa
) persen);g N 2zona harus kurang dari 20% (dua puluh

4) jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000
(Ugfl Fibu) meter untuk penerbangan turbojet dan harus
lebih besar dari 1.500 (seribu lima ratus) meter untuk jenis
lain; dan

5) tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah
banjir dengan periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
b) kriteria penyisih terdiri dari:
1) iklim;
2) utilitas;
3) lingkungan biologis;
4) kondisi tanah;
5) demografi;
6) batas administrasi;
7) kebisingan;
8) bau;
9) estetika; dan
10) ekonomi.
c¢) kriteria penetapan yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi
berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih
sesuai dengan kebijaksanaan instansi yang berwenang

setempat dan ketentuan yang berlaku.
c. tempat penampungan sementara sampah meliputi:

1. tempat penampungan sementara merupakan landasan
pemindahan yang dapat dilengkapi dengan ramp dan kontainer;

2. luas tempat penampungan sementara sampai dengan 200 (dua
ratus) meter persegi;

3. jenis pembangunan penampung sementara bukan merupakan
wadah permanen;

4, sampah tidak boleh berada di tempat penampungan sementara
lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;

5. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
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6. tempat penampungan sementara harus dalam keadaan bersih
setelah sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

d. Lokasi instalasi pengolahan air limbah, meliputi:

1. kriteria teknis, terdiri atas:

a) jarak minimum antar instalasi pengolahan air limbah dengan
pusat kota dan permukiman adalah 3 (tiga) kilometer;

b) kemiringan tanah 2% (dua persen);

c) sistem pendistribusian instalasi pengolahan air limbah dinilai
baik jika perumahan terletak lebih tinggi dari letak instalasi
pengolahan air limbahnya (elevasi tanah yang baik apabila
sistem distribusinya bisa dialirkan secara gravitasi), sedangkan
sistem pendistribusian instalasi pengolahan lumpur tinjanya
kebalikan;

d) memperhatikan badan air penerima;

e) lokasi yang dipilih pada lokasi yang bebas banjir; dan

f) pilihan terbaik untuk lokasi instalasi pengolahan air limbah
adalah tanah dengan jenis yang kedap air seperti lempung.

2. kriteria non-teknis terdiri atas:
a) legalitas lahan;
b) terletak pada administrasi kota yang berkepentingan;dan
c) terletak pada lahan tidak produktif.

Paragraf 4
Ketentuan-Umum Peraturan Zonasi
Sistem Perkotaan

Pasal 50
(1) KUPZ untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat

(2) huruf d terdiri atas:
a. PKSN Atambua;

b. PKL;
PPK; dan
d. PPL.
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@ P KSN J}tambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan
sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

pusat pemerintahan;

D

pusat perdagangan dan jasa;

.

e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan dan industri jasa hasil
peternakan;

f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
g. pusat industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;

h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga,
emas dan mangan);

i. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi
lokal;

j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan
barang;

1. pusat pelayanan transportasi laut; dan

m. pusat pelayanan transportasi udara.

(3) PKL Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan
untuk kegiatan yang mendorong pengembangan kawasan perkotaan

Atambua terdiri atas kegiatan:
a. pusat pemerintahan kabupaten;

pusat distribusi barang dan jasa;

&

pusat pendidikan;

A o

pusat kesehatan,

e. pusat pariwisata; dan

Lane}

pusat transportasi udara.
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" pPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

awasan perkotaan Umarese di

a. kawasan | e narese di Kecamatan Kakuluk Mesak diarahkan
sebagal pu pemerintahan  kecamatan, pusat transportasi laut,
pusfat kegmtm'.l F’O“Bk"r muat barang, pusat pergudangan, pusat
perikanan, pariwisata bahari dan pariwisata religius;

b. kawasan perkotaan Kinbana di Kecamatan Tasifeto Barat diarahkan
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa

beberapa kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala beberapa
kecamatan dan pengembangan peternakan; dan

¢. kawasan perkotaan Weluli di Kecamatan Lamaknen diarahkan sebagai
pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pendidikan beberapa
kecamatan, pariwisata, budaya, pusat pelayanan kesehatan skala
lokal dan pengembangan pertanian.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Wedomu di Kecamatan Tasifeto Timur diarahkan sebagai pusat
pemerintahan kecamatan dan pusat pendidikan beberapa kecamatan,
pariwisata budaya, pusat pelayanan Kkesehatan skala lokal,
pengembangan peternakan dan pengembangan pertanian;

b. Halibete di Kecamatan Lasiolat diarahkan sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, pendidikan skala kecamatan, penghasil holtikultura,
wisata budaya, wisata religi;

c. Piebulak di Kecamatan Lamaknen Selatan diarahkan sebagai pusat
perdagangan, jasa skala lokal dan pariwisata;

d. Wemori di Kecamatan Raihat diarahkan sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, kesehatan serta
pendidikan skala lokal;

e. Arekama di Kecamatan Raimanuk diarahkan sebagai pusat
pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, kesehatan
skala kecamatan; dan

. Tete Seban di Kecamatan Nanaet Duabesi diarahkan sebagai pusat
pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, kesehatan
skala kecamatan,

76

Divindai dengan CamScanner



(1

)

Pasal 51

KUPZ tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e
yaitu kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat
kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga
sedang.

KUPZ kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat

kerawanan, probabilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga
sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. KUPZ kawasan rawan abrasi pantai meliputi:

1.

pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,
jenis dan ancaman bencana;

penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan

sempadan pantai ditetapkan pada kawasan sepanjang tepian
pantai sejauh 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi secara
proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai.

b. KUPZ kawasan rawan banjir meliputi:

1

pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,
jenis dan ancaman bencana;

2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum,;

penetapan batas dataran banjir;

5. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan

6.

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan
permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;

c. KUPZ kawasan rawan kekeringan meliputi:

1.

pemanfaatan ruang kawasan rawan kekeringan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana

kekeringan;
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(1)

(2)

(3)

2. penanaman vegetasi tegakan tinggi sebagai upaya mengurangi
dampak kekeringan dan membantu perbaiki iklim mikro;

3. pengembangan bangunan penampung air (waduk, embung)

sebagai cadangan air pada saat kekeringan disesuaikan dengan
teknologi; dan

pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian

dan mencemari sumber air tanah yang berfungsi sebagai sumber
air cadangan pada saat kekeringan.

d. KUPZ kawasan rawan tsunami meliputi:

1. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan

karakteristik, jenis dan ancaman bencana tsunami serta
disesuaikan dengan teknologi;

2. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas

untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat
dan hutan produksi;

3. pembangunan/pemanfaatan suatu bangunan tertentu dengan
spesifikasi teknis yang diperkuat yang dapat difungsikan sebagai
lokasi ungsi bila terjadi tsunami; dan

4. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 52

Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang

dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur
dan rencana pola ruang.

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan kewenangannya.

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)

1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 53

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

¢. izin lingkungan;

d. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan

e. izin mendirikan bangunan;

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) huruf ¢ merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam
pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan
zonasi.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 55

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah Kkepada
masyarakat.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 56

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 terdiri atas:

a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang
mendukung pengembangan kawasan pertanian, perikanan,
pertambangan dan energi, industri, pariwisata dan permukiman yaitu
dalam bentuk:

1.

@ NOOG L

keringanan pajak daerah;

pemberian kompensasi;

subsidi silang;

imbalan sewa ruang;

urun saham;

pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
kemudahan prosedur perijinan; dan/atau

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau
pemerintah daerah.

b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan yaitu dalam bentuk:

1.
> B

6.

pengembangan infrastruktur pertanian;

pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas
unggul;

kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

penyediaan sarana dan prasarana pertanian;

jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian
pangan berkelanjutan; dan/atau

penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur
dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 57

Riginsenil yArg dﬂ.(e.nakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 terdiri atas:

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya

yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan
ruang; dan

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur,
pengenaan kompensasi dan penalti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 58

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d
merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang;

b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang
wilayah kabupaten;

f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan/atau
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pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh mel

" tidak benar. alui prosedur yang

Pasal 59

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
huruf &, hu-ruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi
administramf berupa:

1Y

a. peringatan tertulis;
p. penghentian sementara kegiatan,;

penghentian sementara pelayanan umum;

& o

penutupan lokasi;
pencabutan izin;
pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

B oo@ e

pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

=

penutupan lokasi;

o

pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

Pasal 60

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang
telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 61

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar

sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi
Penataan Ruang Kabupaten,

@) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah masyarakat berhak:
a. Mengetahui rencana tata ruang;
b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

¢. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya,

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
dan
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( Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian,

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 63
palam pemanfaatan ruang setiap orang berkewajiban:

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang;

c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan
struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang
yang serasi, selaras, dan seimbang,
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Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Parsal 65

peran masvarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain

melaluy
\ panisip*‘“i dalam penyusunan rencana tata ruang.

y. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

.. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

gentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat berupa :

2. memberikan masukan mengenai :

]. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang,

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

¢. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
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eningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang lgut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuaj dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan _menjaga ?iepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam; dan

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf ¢ dapat berupa:

a.

Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

c. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

(1)

(2)

(3)

27

=

Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah
ditetapkan; dan

Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata
ruang.

Pasal 69

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan kepada Bupati.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
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Pasal 70
palam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 71

pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 73

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu adalah 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali.1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Belu dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
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3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan

(4)

)

(1)

(2)

apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang

mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika
internal wilayah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu
tahun 2020-2040 dilengkapi dengan buku Rencana dan Album Peta yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang
membidangi kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang
kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini
ditetapkan dengan buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan
berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BABXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang
telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;
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3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3
dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :

a) memperhatikan harga pasaran setempat;
b) sesuai dengan nilai jual obyek pajak; atau
¢) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai

Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan
sebagai berikut :

l.yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini;

2.yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat
untuk mendapatkan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai
:?egeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

perwenang : .

& melakukan pemerﬂ&§aan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
perkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

p. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
. Pasal 76
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

:.8..diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ibidang penataan ruang.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pasal 78

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 9 Maret 2020

4 "\);dm\
/ BUPATI™

— N

\

NE LY
Diundangkan di Atambua s ’Y
pada tanggal 9 Maret 2020

YPLH. SEKRETARIS DA

| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 01
| NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA
- TENGGARA TIMUR : 0172020,
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I_UMUM
1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR 1 TAHUN 2029

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN B
TAHUN 2020-2040 B

Ruang Wilayah Kabupaten Belu seba
Kesatuan Republik Indonesia, pada

Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan
pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi
kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan
demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara,
memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidy
didasarkan atas keselarasan, keserasian dan ke
hubungannya dengan kehidupan pribadi,

manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun

hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar
sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi
sekarang maupun generasi yang akan datang,

gai .bagian dari wilayah Negara
hakikatnya merupakan karunia

yang
p akan tercapai jika
seimbangan, baik dalam
hubungan manusia dengan

. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah,

karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi
manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan
kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya,
haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang
wilayah Kabupaten Belu meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang
lautan dan ruang udara.

Ruang wilayah Kabupaten Belu sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri
atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem
yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya d_engan
Corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya.
Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pgda corak
dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan
sub  sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya.
engelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada sub-sistem
Yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara
eseluruhan, Qleh  karena itu, pengaturan ruang menuntut
ikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
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Ada pen.ga.ﬂlh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia.
Karaktensuk ruang menentuk-an macam dan tingkat kegiatan manusia
cebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan
mewujudkan ruang dengan segala unsurnya, Kecepatan perkembangan
manusia ser_m_gka'll tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan
ruang, hal ini dxs.ebabkan karena hubungan fungsional antar ruang
tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu,
rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung
segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

_ Ruang wilayah Kabupaten Belu, mencakup wilayah kecamatan yang
merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-
satuan ruang yang disebut dengan kawasan, Dalam berbagai kawasan
terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara
perbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan
perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya
ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana

tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i)
keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam
memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (i)

keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar
kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas
masyarakat dalam arti luas.

. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik
tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan
pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri,
pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial
meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan
pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang
yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan
pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat
berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan
daerah Kabupaten Belu.

. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak
pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses
penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta
masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai
hal yang responsif (responsive planning), artinya sebuah perencanaan
yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang
potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut
diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang,
sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban
Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat
untuk di dengar (the right to be heard). Dalam praktek, pada dasarnya
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jua aspek ini saling berialn karena pencrapannya menunjukican
adanya jalur komuni af“f ua arah. Dengan kewajiban pemerintah
anty memberi dlr} ormasi yang menyangkut rencana
kegiatan/perbuatan . : linllnlStl'aSl, dan adanya hak bagi yang terkena

gsung maupun tidak langsung) .oleh 1_<eg1atan/ perbuatan pemerintah,
e ongan dung makna b_al_lwa n_lekanlsme 1tu telah melibatkan masyarakat
dalam prosedur administrasi negara,

. di pihak lain dapat menunijan
emerintahan yang baik dan efektif, ka.Lrena. dengan mekanisme seilertgi
" pemenntah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum

mengambﬂ _keputusan. Mekanisme sgperti itu dapat menumbuhkan
cuasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat

mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan
terjadinya peny_elesalan melalui jalur musyawarah.

6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status
dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi
syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat
dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur
pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas
melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak
perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum
yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status
hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan
yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada
rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal

78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.
Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus
segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu yang sesuai dengan Undang
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

8. Dengan adanya perubahan batas wilayah daerah berdasarkan Undang-
U'ndang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka
di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahan pemanfaatan tata
fuang wilayah daerah, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

o Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011-2031.

+ Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang
akan  menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program
Pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan
mas}fa_rakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah
Sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem
PeTundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah
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h bertentangan dengan per
idak bole ; Peraturan perundang.
:;bih tinggi atau bertpntangfln dengan kepentingan 3;‘5} ;nd}?:gan'yang
umum yans harus diperhatikan bukan saja kepentingan r'akypertl)tmgan
daerah yang bersangkutan, melainkan ke at banyak
kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Inj

3 PA??L DEMI PASAL
P Cukup jelas
2
! Cukup Jelas
Pasal 3 .
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini
adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada
akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang
akan dikembangkan.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan
perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan
prasarana  wilayah  kabupaten yang dikembangkan  untuk
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan
skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem

Jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan
Pasal ;lstem jaringan sumberdaya air.

Cukup i
Pasal g up jelas

Cu ¢
Pasal § kup jelas

Cukup j
Pasal 10 p_]elas

Cukup jelas
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sal 11
P Ayat (1)
Huruf a

Jaringan jalan nasional
kabupaten dan menjadi kew
Huruf b

Jaringan jalan provinsi yang terdapat dalam wilayah
kabupaten dan menjadi kewenangan provinsi
Huruf c

Jaringan jalan kabupaten yang terdapat dalam wilayah
kabupaten dan menjadi kewenangan kabupaten.
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

yang terdapat dalam wilayah
enangan pusat.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat {4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
96
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Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

pasal 16
' Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas
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pasal 34

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

pasal 37

Cukup jelas

pasal 38

Cukup jelas

pasal 39

Cukup jelas

pasal 40

Cukup jelas

pasal 41

Cukup jelas

pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona
berdasarkan karakter dan kondisi fisik alaminya sehingga
pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur
ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas kegiatan
yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang
dilarangnya. Zona berpotensi longsor adalah
daerah/kawasan yang rawan terhadap bencana longsor
dengan kondisi terrain dan kondisi geologi yang sangat peka
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Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas

terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun

aktlﬁtas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah,

sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan
hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona
sebagai berikut :

a. Kawasan rawan longsor tipe zona A yaitu zona berpotensi
longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan,
lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai
dengan kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh
persen), dengan ketinggian diatas 2000 (dua ribu) meter
di atas permukaan laut;

b. Kawasan rawan longsor tipe B yaitu zona berpotensi
longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan,
kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan
kemiringan lereng berkisar antara 21% (dua puluh satu
persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen),
dengan ketinggian 500 (lima ratus) meter sampai 2000
(dua ribu) meter di atas permukaan laut;

c. Kawasan rawan longsor tipe C yaitu zona berpotensi
longsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah,
dataran, tebing sungai, atau lembah sungai, dengan
kemiringan lereng berkisar antara 0% (nol persen)
sampai 20% (dua puluh persen), dengan ketinggian 0
(nol) sampai dengan 500 (lima ratus) meter di atas
permukaan laut.

99

Divindai dengan CamScanner



¥ \pIRAN1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELy
v
oMOR 1 TAHUN 2020

NOM

WGOAL + 9 MARET 2020

,

\\_\“ —
1\\”1 - X axy n - i vees

,* i /df/.

\
g \

PEA JENCANA FTRUCTUA FUANG
AP TRE By

: 1 “
|
|

EASTDAR TENGAF UTAR4 |
|

Divindai dengan CamScanner

101



g I ML

e
: . 1 TAHUN 2020

.9 MARET 2020

H

\
»
Fa)
e
'I
|
/
!
\ |
\g ‘ | |
oy
fl
/ |
|

|
|
|
'
4
|
A\
]
i
J
A
)
L
\ {
7

Y

\
't
|
5‘,;54»‘\'
<Ly
)
}
L S ) ,_' 8 ‘
y - —y /-
: | L II
l\ |
|/
U
Pr !
ek 4
.l
1
U

- oy e t—_ e RSR——— —
T

Ap

£
F
i
4
y

P TIMOR LESTE
NakarT o ams /x Vn/
+ / Ll J +

|
l
i
e N
NS
\J
A

7| =et 1 )
‘\.\\hf\' o ) n“ | ‘nr
i .\,m _.ﬁ.‘L, | h JILr
| 1\4\ . u _ .v
Cl n’ T Bt *ﬁ / T
ﬁ N A &
i _
{ I F | 1_,11 ki
| <l
o e il I E— a e
——— L 8

Divindai dengan CamScanner

102



<1 TARUN 202U
-9 MARET 2020

zozcm
fANOGAL

whal

S ————
PN . A
—

7N |
WRcame RW Sy 99 arie

— L __mraneso

b — e Wans e Tt GTRITA

13

Vs {
; HABUPATEN SELY

Divindai dengan CamScanner

|
|
: |
S . - RS B
‘\\\\&MNIJ,; MNM” _ _ﬁ cqi:n:ns-m-um-““m ITRATRGIS
m.,u“ o W |
s . ] |
N Agﬁ

= [-‘.l\l \_!
= ¢

LAMAKNES \

L.

s, £ —
, \.ﬂ../:.,\..c \l.

a

R

N Y )
Al’(‘ : [ e T — - i WIS o
[ — B S ———
i PR S——— T o Mraine S e
+ n s can - ———— v
— s e i P————
— A T s ot e
| — —— i [ p—
ABTDMUR TENGAM UTARA | - —
P
4 | — L e e v
d .
ﬁ e o S
w—— - i
ﬁ xemredianing - — T o
TIMOR LESTE ' A S Tt T oy v
] T —— gy
- - —
— N » +*. ] - .— . i Bl
- -
| —
= - + N —- =i 5 —— .
_ . P
| - P
| - -
| R
| ! o -
hY
—‘ ] ) {
SRS = — - + T L +— ~ ey
+ ‘ 1 + V. 1 ~ -~ - - -
// i | ! TS e e et el SO0
| KADMALAKA ! B - .,
| oA - - —ghpan SN
i Lo e (o -
| wn— o F R
1 ‘q R ——— - ) V- . s -
4\ ! ﬁ Af—‘o f ; 4
t | s gl ASONRETEIM ik Rl
= | e i i bt . S - | 1 — ——— |
- \(.W _ L
|
.0 - e - e - gll
e =2 ot i e i - : — - —~
—

103




Vi

¥0T1

uebungnyJad V'Y elepn giepn jsepodsuen m
UeLIBJUSWaY NadV ied Jepueg vebuequabuad ‘¥ )
esef |

uep Bueseq sSNQLRSIP

jesnd ebegas enquely
ULV/Ndg ed | enquely NSMd uebuequisbusd 0
uequsWa) NEdY ‘yun NSId uep ueunbuequRd "€ .
Y1v/Ndg enquely NS Ie33p ’ /

ueujuaWa) NEdV ey NSId eueduas UeunsnAuad T
3ex43) ado ueunbuequiad
| ‘vepuaw) ‘qe)l enquey uebuidwepuad
enwas | @dadv ‘Nadv (2] NSHd | uep iseuipiooy ‘iseyijises 1
NSd | TV
ueyoad 1esnd v
ONVNY
UNDINULS NVANLNMY3d 1
b £r zr I7 or 6 g £ 9 s /4 £ 4 I
00Z ¥e0C 620C
r ez | opor | -seo | ¥R0% | €002 | R0C | TROZ | 020C
VYNVSHVI3d | NVVNVYAN3d 1SVOT
/ AL w m I 1 ISNV.1SNI Y3IINWNS NVYVS3g

-

NYVYNYSHVI3d NUIVM WIONVL

VWVLN WYO0¥d \

S

0v0Z-0TOT NNHV.L

OTAS NALVANEVI HVAVTIIA DNVN2 V.ILV.L VNVONIN WVXHDOMA ISVMNIANIT

Divindai dengan CamScanner



NYVNYSIVIId NIAYM WIONYL

SOT
bepupad
seulqg ’
uebuebepiad
ueuajuawR) | eISEMSqey esel uep
! asdy Bueseq 1snqsip Jesnd
ueLsNpuLad “isuinold 1°oyed enqueyy iebeqas uebuebep.iad
ueusjuaWR)| | A9dV ‘NadV qun id sejijisej uebuequiabuag °¢
uejeyasay
seulg uejeyasay| euesesesd
‘uejeyasay| usjednqge) enquely | uep eueles ueyeybuiuad
uepsjuawe)| | gady ‘Nadyv Jun Did uep uebuequiRbuad 'z
uegjeyssay uep
ueyipipuad ‘ueiwoucyased
‘ueysyupawad
jesnd |ebeges enqueyy
1oyed enquely Tid uebuequabuad
e8] ado ‘qey agady ‘nun Did uep ueunbuequad 1
Did A4
uebungnytad 1>ed eriqueyy | esepn Jepueg eueseseid
UBLISJUaLWD)Y| NgdV “mun Did | uep eyeles ugebujuad s
oj|e| =499
9 s b4 £ Z I
0r02 FE0T 620¢ ,
<07 050z | -sz07 ¥¢0Z | €20C | Tc0T | TZ0Z | 0Z0T
VNVSAV13Ad | NVYVYNVAN3d
ISWI VAVLN WYHE90Ud
Al I I I ISNV1SNI d3gWNS NvdvyS3g -

Divindai dengan CamScanner



901
asaJeul)
ueejodiad Iseuoz
uajedngey asasewn uesmesad uep Y1gy
¥dnd seuiq Qadv |  dop1| uemoyad | ulwmiop ueunsnAusd T
INeM uep
Isalewn
‘euequny
ueejoyad Add &V
ebeiye|0
uep epnuwad
seuiq ‘uabaN
wejeq qey 1ed enqueyy efeayejo uep Iseanjal
ueudjuaway | Qddy ‘Nadv “Nun Did seyljisey uebuequiabuad "9
yejuuawad uesojuexad
enquely seyiise) ueyeybuiuad
Jex3) ado qey agdv yun Did uep ueunbuequiad °S
u)|ipIpuad
seuiq | esemsqe)
‘leuoiseN asdv
ueyIpIpudd “isuinoud enquiely 166upn uexipipuad
uepuBWR) | QAdV ‘Nadv Jung Did sey|isey uebuequiabuad b
24 £r zr 7 or 6 g V4 9 s ¥ £ 4 I
00 ve0T 620¢
ppaissel oo | <o $20Z | €202 | ZZ0Z | TZ0Z | 0Z0Z
VNVYSHVI3d | NVVNVAN3d
. ISWIOT VIWVLN WYE90ud
Al m i 1 ISNV.1SNI ¥38WNS NV¥vS3d
h NYVYNYSHVIId NUDIVA WIONYC

AN

B L TR e L

Divindai dengan CamScanner



L01

a8dv 'N9dV |

1ed €

ueEjORIAd

sewses uEAbuURd 3 |

ue3URALIY | st SR 5 BRSPS

. T 1 1 | _

NNEM uep ! |

asasewn | u=ewedsy eEys Hgnd _m _”

yesleq ‘guequry | ueuehed veiojueped ! ﬁ

jeueRnRS | Qe gady | ed £ | ueeionsd seyse) unbUURd L |

uensnNpuUad INPM uep _

uep asasewn { m

uebuebepsad ‘euequpy UZIRWEIP JENS _“ |

seuig | "ge) @8dv Jung| uemowad | Jesequebuequabuad 9, |

! uebungnysad eunqe 5 3dg | ”.

“ seug| ‘qexaqadv | Wed1 esoq | euuwueunfuequad S|
_ D 300 jRunLSy m
: W uebungnysad esauen 156un; ueueAeiad M

H m seuig | ‘gelqQady | edg [eUiWID L seyerny uBURd v |

| ! W _ euequI M
! | _ ueRICHAd 152U0Z
_ { m uajednge)y euequny uesmessd uep digy ,

m | | ¥dnd seuiq agdv | YopT1| uemoyed | uwowmopueunsadudd €
| m NP UeRICHR ISRUOZ
.. | ‘ uajedngey INRPM ueugesdd uep ¥iay “

” | | N UdNd seuld Qgdv YOPT| uvemoped | wewmyopueunsndudd T |
[ ' ” | %
o1 | g |a (o lo |6 |8 |« 9 s b £ z I

_ m » |
o0z | MOZ | 6 _
! {
<oz | oz | <zoz | PO% | £20Z | ZZOZ | 1207 | 0202 ”
_, 1 i YNVSHVI3d | NVVNVON3J WVAOOUd ;
_ !
N L om | om | I ISNVISNT | waeWns | nawsaa| oo b !

SE———— ——

Divindai dengan CamScanner



801
yeseq 1»ed/yun ‘aRqeH uesojuead euesesesd
JeuePHPS | ‘geN agdy | 9‘wung9 | ‘NWOPSM | uep eueses uzjexbuiusd
ueqas 333l
‘eweRIY
uewysnNpupRd "HOWIM
uep “ye;ngaid esap |
uebuebepiad jved | ‘alaqueH | sesed uebuequisbusd \
seuiq ‘qe) aadv fung | ‘nuopsm uep ueunbuequad *
|
by |
|
ejsems “
‘ueiplpuad | EIsemsgeN INISM uep “
seulq asdv asasewn uZjeWeD _
‘uexipipuad “ISuInQ.d ‘euequpy ejeys ueppipuad _
ueuRuUaWRY | Qgdv ‘Nadv | Ijed £ | ueeonRd seypse) uebuad - |
_
uegjeyssay| IINjoM uep
seu|q asaueul) uyeweday "
‘uejeyasa) "qe) ‘euequpy e[S ujeyRsay ,‘
\
s £r zr | oor 6 8 Z 9 s b £ Z r |
0¥ 0T | 6202 !
<eor | osoz | -czoz | PEO% | €°0Z | Te0z T20Z | 0202 - h
VYNVSIVI3d | NYVNVAN3d
VIWVLN WVEOOuUd _
A m | mo I ISNVISNI | ¥38WNS | Nvavsaa| o w
|
% NYVNYSAVI3d NUIVM YIONYC |

Divindai dengan CamScanner



60T
1jeueq |sepodsued ]
wNsis uepninmiad | ‘18
yedenm
eueseseld uepnnmiad k: |
ueqges 391
ejsems ‘eweyary
‘ueiplpued | EIsems”qe) ‘uowam
seuig agdv ’ “feingaid
‘uexipipuad ‘lsuinoid | 33qed/un ‘332qileH ueypipuad
uepsjuawaY | (adY ‘N8dvY 9| ‘nwopam seqiisej ugibuiuad ‘b
ueqas a3t
‘ewepuy
uejeyasay ‘vowam
seuiq ‘qe) aadv “eingsid
‘uejeyasa)| ‘Isuinold | 3ed/iun ‘a1aqleH ueyeyssay| euaueseud
ueusjusWS) | (Q9dv ‘NEdv 9| ‘nwopam | uep eueses ugibuiuad g
ueqas 3L
'ewealy
‘uowam
eingad
144 Er Zer I7 ar 6 4 V4 9 S 4 £ 4
002 re0z 620Z
<£07 0£0Z <707 20T | €202 | T2OZ | T20Z | 0202
VYNVYSIVI3d | NVVNVAN3d
AL 1 I I ISNVLSNI YIIWNS | NwvS3E e WL INES

NYVYNYSAVI3d NIVM WIONYL

Divindai dengan CamScanner



]9}
neg ‘qedl JPpwW neg | 10| ueref veeseypwad
Wdnd seuid | "gex aadv | “spwoln | usjedngey uep ueybulusd
(r-air) Puwiud JopRIoY
neg ‘qex J3RW njeg uejef ueeseyRwad
ddnd seuld -qey ggdy | “4eewoipi | usjednge) uep uggeybuluad *
: uajednqe) uejer
isuinold sibajens
1IN "Aoid ISUINO.d J939W njeg uejef ueeseypPwad
ydnd seuid agdy | “epwopy | uaedngey uep ugbuiuad  *
(-air) SPwind JopEIoy
1IN "A0id ISuUInO.d 1332w nieg uejef ueeseypwad
dnd seuid agdy | “epwoly | usjedngey uep ugjejbuiuad -
(£-i0) JPwud JapfR|0Y
LIN "Aoid ISUIAOI] JojpPw nEg uejef ueeseypwad
¥dnd seuld agdy | ‘sopwoip | usjednqge) uep uggejbuluad
: Isulnald uejer
|euoiseu sj633ens
uep jeuoiseu  ueef
ddnd JojPw npeg seyijeny ueeseypwad
| ueusjuaWS) Nadv | ‘“4apwopl [ usedngey uep ugbuiuad -
: JeuoiSeN uejer
s £r zr Ir or 6 g P 4 9 s ¥ £ 4
002 v€0zZ 6202
<50z ocoz | -czoz | ¥EOC €20z | T20Z | 120T | 0T0T - N
VN 3d
ISWIO VWV.LN WYE90ud
Al 11 I 1 ISNV.LSNI ¥3gWNS NV¥VYS3d

NYVNYSIYI3d NUIVM WIDNYC

Divindai dengan CamScanner



I11
oeuaqme4
jleulud g
‘usuewn
qe eyl
uebungnyJad ‘esaseN | D 2dg jeujwua) euesesesd
seulg ‘qe) agadv jyun € jeuiwso) eueses ueaeyipwad 11
uebungnuuad 9 adn buedwnuad
seuiq "qe) aadv nn Z1 ) Z1 | leuwsa) vebuequabuad “0T
e
adi] Buedwnuad jeupwsa )
uebungnuuad |SulAOLd njeg g 2dn
seulg asdv yoed 1 | usjedngey |  (eujuwus) uebuequabuad 6
:g
adi] buedwnuagd jeuuuL |
nieg "qejl 18w ni2g esop ueel ueeseypwad
AdNd seulq "qe) agdy | ‘/eewon| | uajednqey uep ugijbuiuad '8
neg "qey| oW nieg Jen| s=j6uy
¥dNd seulq ‘qe) gady | ‘/epwony | usjednqey uepe( ueunbuequad £
owud
9 s I 4 £ ' 4
00z ¥E0Z 620Z
<£07 os0z | <zoz ¥20Z | €20 | TZOT | TZOZ | 0ZOZ
VYNVSIVI3d | NVVNVAN3d
VIVLIN WYED0ud
Al III II I ISNV1SNI Yy3gnuns NVivS3d sl

NYYNVSIVI3d NUXVM YIONVL

Divindai dengan CamScanner



B——

bIT
Was3 nieg
UeLIIUBWS) NEdY | YAI/MI | ujedngey |  oupiH oppyy ebeuay -
was3 neg
ueLuaWa) N8dV | YAI/MY | uajedngey den efeus) ‘q
Was3
ueLjuaWa NEdV | YA/ M enquely [osa1q ebeua) e
andiw 3Lasy §?BE&
1653u0 uebuuef
wANsis uebuequRbuad 7z
1Bsau3
uebuuer wANSIS uepnnmiad
o||eL asg
uebungnysad V'V elepn ojjlel 349 Vv esepn
ueUUAWRY NAdV | Ied T Jepueg Jepueg uebuequabuad "1z
esepn isepodsues)
wNSIS uepninvig
ueueyLad Jun )esal (1dd) ueyI uejelepuad
V4 9 S i 4 £ Z
00z 123174 6202
/ it , il ﬁ ot ' vzor | ezoz | zzoz | 1z0z | o0z0Z .
VYNVYSIVI3d VVNVAN3d
\n \om | ow 1 ISNVASNI | ¥3WNS | Nwvavsag | DO RSO
( WYWNYSIId QUM YIONYE e

Divindai dengan CamScanner



GT11

S1g uep JIn@ES
| Jeuaysase) uebuuer
j EISeMS uebuequabuad INjefRW
‘ojujwoN ejsems nieg Hqnd ISe}iUNWOo) uep .
uep W) uep ‘Ngdv | wap usjedngey | 1seunsoju] uebuequiabuad "ST
: [SPYUNWORPRL
uebuper wajsis uepninmiad ‘sd
Was3 esag jsisues |
ueUIURWSY Ngdv | 4213Woiy enwas uebuequwabuad “HT
jeleqg
Was3 enquely Nnpui
ueLajuUBW)Y NEdV <>>v_\>v_ uejewed’d) npaeb uebuequabuad €2
nj=g
wWas3 uajednge)y
ueuIjuUBWA) Nadv dm yrunps uayas ndwe] 9
Was3 ueleRs
ueLjUAWAY NEdV | VAOI/AN | udswjewe] ndeg ebeual °p
144 Er z2r 144 or 6 g V4 9 3 4 3 Z I
(02174 ye0Z 620C
<oz | g0z | -szoz | ¥EOC | €90T | T2OT | TZ0T | 020 —
VYNVSIV13d VYNVAN3d
/ N / m I 1 ISNVLSNI w3aWns | nvavsas ISWNO1 VIWVLN WYA90¥d |
K NYYNYSIVI3d NUAYM YAONYL L,_u

Divindai dengan CamScanner



911
‘qey agdv uajedngey
II LN SMd ‘|suinold nieg sequn (Sm) rebung
“ydnd seuia agdy | 4ewolny | usjedngey yeAejm uebuequiabuag 6z
Isuinoud
IT IN sejur] uep eseban
Sma “ddnd ureuauag seun] (Sm) tebung
URLSUIWRY Ngdv | JSpwony "SM | yedepm uebuequabuad ‘gz
iy eAepiaquing
uebuuer wa)sis vepninmiag
oJuIoy
seulg “qey
agdda‘adNd | “ged aadv eueduaq ueuebueuad
.on_c_EOV_ ._m:_>o._n_ nieg JMun IsejiunwoyR=]
uepsjuBW) | AadV ‘NdY | 3ed | usjednqey uebuequiabusd “£z
B1Sems
‘ojuiwioy|
| uebungnuiad | ‘eIsems’qe)y JuswwRA0b
seulg agdy -3 1seyj|dy uebuequabuad
‘oJuILIoy ‘lsuinoag njeg INjejow exjpewojur
ueuRuaway | dddv ‘Nadv | Isejdy | uajednqey) isexiidy uebuequabuad "9Z
124 £r 44 9 S I £ V4
0¥0T vE0T 620¢
f il % vl I ppuamad ’ vzoz | €70Z | Zz2oz | TZoT | 0Z0Z
VYNVSHVIAd | NVYVNVAN3d
WVLN WVA90dd
/ AL / m w n % 1 ISNY.1SNI ¥3ISWNS NVVS3g sl s

\

NYVYNYSIVIZd NIIYM WIONVE

Divindai dengan CamScanner



LT11

[ | 11 Jaquins ueejopbuad
| ’ uajednqe)y ng uep vebunpuipad
| _ ¥dnd seuig Qadv |  op 1| usjedngey Is2IN63J UZIRNqUISd “9F
usjedngey ni2g
¥dNd seuiq agdy jun | usiedngey | Jie JRquns uebuNpuILRd'SE
afueq
BUBDURQ USjnquiiuaw
isuajodsaq Bueh
dnpiH uebumybul) uexesruad
uebumybun nRg uxjelbay uesemebuad
seulq 'qey gadv | uejelba) | usjednge)y uep ueyepuabuad £
¥dnd #
seuiq uep npeg Jifueg ueyepustuad _
qe) agdd ‘qey aadv | W91 | usjednge) waysis uebuequiabuad ee *
n2g 1sefu ‘
_ ¥dnd seuid |  "qey addv JepeH | usjednge) yesseq uebuequiabuad ze |
|
JajPWolny njeg uajednqey 1sebug w
¥dNd seuiq "qe) agdy ‘1939 | usjednqey | uebuuer uebuequabuad TE |
Aold IsulA0ld | J33BWOlDy njeg isuiaoud 1sebug ,W
¥dnd seuig agdv ‘1919 | usjednqey | uebuper uebuequiabuad "€
124 £r b4 § Ir or 6 8 4 9 s I £ 4
(112ird 43174 620Z
privd 00T ’ 70z | YEOC | €00 | Teoe 1202 | 0202 ) . M
VYNVYSHVI3d VVNVQ
/ N / m / i 1 ISNV.LSNI U3IWNS NVIVS3g od VLN - I
r NYYNYSAY13d NUIAYM WADNVY(L \ &

Divindai dengan CamScanner



811 5
c
c
S
uajednge E
ddnd agdy S
seuid "ddnd “isujr0ad s’ esap ueesapJad : wu
uepUBWaY | @adY ‘NgdY | ARSp/RIN enwas | WydS uebuequabued I - g
4 m
uajednge) T
ddnd agdv z
seuld "ddnd ‘lsuroid enquely uegyopod
ueuajuawa)y | Qddv ‘Nadv Iun 210y | Wvds uebuequabued °q _
uajedngey | usawmyoq nieg uajednqey _‘
ydnd seuiq agdy 1| usjednqey | Wvds Iy ueunsndusd ‘e |
Wvad “ddnd "qey aadv
seu|d “d4dnd uep Aold k| npg uegioad
uepsuewRy | Qddv ‘Nadv | 1ea/sein usjedngey WYdS uebuequiabuad ‘8€
eAuuie
eueseseld uebuuer
waysiS uepninmiad Pa:)
ueesapuad
uep uegjoad yisiaq Jie
aidg usjedngey npeg | ueejopbuad ueebequiaR)
"4dnd seulq agdy | ueieibay | uajedngen) seysedey uegenbuad L€
121 €I zr Ir 6 g V4 9 s 2 £ Z I
ov0z peor | 6202 ,
/ <E02 oeoz | <zoz pzor | €70T | 220Z | 10T | 020 h
VYNVSVIAd | NYVNVAN3d 3
/ NYYNYSIVIIA DU WADNVC , Ny -




611

yueppndas) ebbuxy
‘qey agdy Yewn yequy Jie _
¥dnd ‘Isujnold nRg | uebuenquwad WASIS
ueuuawsy | Qady’ Nadv jun | udjedngey vebuequisbuad p
_ |
_ Udnd nRg M
_ ueusjuUBWa)Y NEdV wnz | usiedngey Tvdl veunbuequad " |
1
usjednqey enquely |  aseulesp ISEIIGRYRY “
ydnd seuig asdv PP 230) uep ueunbueqwad °q |
uezoad |
| ~ udjedngey | uswmjog |  enquely | aseuresq uejdsSIsely m
| _ ddnd seulq Qadv 1 230 uveunsnduad e |
- - i
i
~ * _ _ TvdS vebuequiabuad 6 |
(e jpuy |
‘velny e Gundweuad {
jeq ‘edwod _.
Jnuns ‘jebuep
AddNd seuiq Ngdv uep .—ZE—._WV Cﬂaﬁb&
‘IWas3 “ddnd Aold QgdV njeg uoy uebuueg
ueLSUSWI)Y ‘qey aady yun | uajedngey uebuequabuad -2
jeseg
ddnd Rjisel spin am bunqua
ueLIUBWDY NgdY N T | uegewedd)y ueunbuequiad °p
41 £r zr Ir or 6 8 Z 9 s b £ b4
002 Y€0T 6202
, e ﬁ ocor | z0z | ¥EO # €0z | zzoz | 1707 | 0707
VNVSIVI3d | NVVNVAN3d
f N / m 1 ’ 1 ISNVASNI | w3sWns | nwdvsag | 0! VAR WADOw

\

NYVYNVYSAYIId NUAVM YADNVC

Divindai dengan CamScanner



0z1

uebunybun ANNHEA h
ueLauRW)Y NgdV JUN 1 | USjRWRIIY vdl ueunbueqwad 3 Lw
uejeWwedI) “
dnpiH €I0A H_
uebunybun nqp uep 13 _N
seuig | 'qey a8dv nun | ueyempy | Sdi ueunbuequsd 'q B
dnpiH e1sems ,
uebunybur] | ‘uajednge) ueyeinja) yedwes W
seu|q agdv nun 4 sueg wesboyd e |
yeheym __
ueyedwessad uebuuef |
wajsis uebuequabuad 0y lﬂ
unoessq #
uep edeyeqieq _

dnpiH ueyeq yequ

uebunybui neg ueejopbuad wWARSIS
UBLIURW) NEdY 3N 1| usjedngey uebuequabuad ) ’

[eunwoy

ebbuey yewru

(aBesomas) ebbuxy

yewnu yequy| e

ddnd njsg uebuenquad wASIS

UBLISJUSLLD) NEdY yun | usjedngey uebuequwabuaq -
(npwipu
»r £r ar Ir or 6 g Z 9 g 4 £ Z
(V] 4074 ve0z 6¢0Z

/ <E0T 0E0Z / <202 / ot / £70¢ , oz f T20Z | 0202 — m
VYNVSHV13d .
/ m / I / 1 _ ISNV.ASNI ¥3IAWNS NYYVS3g s WIS AU \

\ n
\

NYYNYSHIVIZd MUY WADNYC

,

Divindai dengan CamScanner



1Z1
ueugInya) ISUIAOI] njeg
seulq addv | eH £££'s€ | uajedngey Bunpujj ueyny uesemey °T
eAuueyemeg ueseme)
depeysa) uebunpuipad
yaqwaly bueA uesemey
Iseyjigeysy uep uebunpuiped v
Bunpur] ujmunsed
ueseme)| uepninmiad v
ONVNAY V10d NvaNINMY3d I
nieg eueduaq ISerjeAd
"qe) agdg "qe) agdv aun | uxednge) fueru uedeysuad 'q
euBdUIq ISBM{eAd
ewen nied Jnjef uedejauad
"qe) addg "qe)l addv Jnel | uajedngey uep ueejeuad ‘e
euedusg
iserjeA uebuuer
wa)siS uebuequabuad Ty
ddnd aey nieg 1eMO|97 Vd.L ISes
uepsjuawa) | agdv’ N9dY 3un T | ujedngey | yeyasy/ueeleyipwsd p
¥dnd ‘dnpiH yesal
#I £r Py § I or 6 8 / 9 s b £ F 4 I
(V24 ye0z 6207
/ pcieidll W< , = ( b20C ﬁ ezoe | zzoz | 1z0z | ozoz .
YNYSIHVIAd | NVVNY
ﬂ AL / m / n / 1 ISNVASNI €3GWNS — ISWIOT VIWV.LN WYYO0¥d

\

NVYNYSHVIEd NUIVYA WADNYC

Divindai dengan CamScanner



[4A¢
uebunybun uepedwas |seIqeyas
seuld ‘qey agady | JepeH 08 | uajednge) uep uebunpuidd ‘S
JepeH nieg jebuns uepediwas
¥dnd sewid | 'qey @8dy §5¢°Z | usjedngey ueseme ueejeusd ‘v
dnpiH 1ebuns
uebumybur JepieH neg uepedwas |sellfigeya.
seulq ‘qe) gadv 65z’ | usiednge)y uep uebunpuipad €
JepieH njeg 15gued uepedwas
¥dnd seuid | "qe) agdv £61 | uajednqey S x
dnpiH jequed
uebunybun JePPRH njag uepedwas 1se}ijiGeyas
seulg ‘ge) aadv (6T | usjedngey uep uebunpuipgad ‘T
jedwalas uebunpuipgad
ueseme) 1se3jiqeydy
uep uebunpujpad
dnpiH
uebunybun
seuiqg uep "qe) agdv
ueueinysy ‘Isuinold neg
seulg Qgdv | eH S££9€ | usjednge) Jie uedesas ueseme)| Z
124 £r zr I7 or 6 8 4 9 s i 4 £ Z
14,2174 14304 6¢0Z
<0z 0502 <707 20z | €g0T | Teoe | 1e20e | 020¢ ——
VYNVYSIV13d
/ N / m / u / 1 ISNV.ASNI ¥38WNS NvavS3g TN TORGR AAESO

/ NYVYNYSHVIEd UV YADNYL

Divindai dengan CamScanner



74!

Divindai dengan CamScanner

|6ojos9 bunpun
uesemey| uedejuewad
uep uebunpuipad
dnpiH
uebumyjbu ueeyoysad
seulg ‘qe) agdv 4ePieH ueseme)| HLY uejeusd ‘6
nieg "qe)y
dnpiH IP Jegas.sa)
uebunybur ueejoysad H1Y ipefusw Bued
seu|q ‘qex agdv JepieH ueseme)| uesemey| uebunpuiped ‘8
dnpiH
uebumybup] ueeyodsd
seulg ‘qey agadv JepiaH UeSEME)| H1Y uedejauad “£
dnpiH
uebumibun npeg uebunpuaqg/Hnpem
seulq 'qe) agdv | {ePieH 08 | usjednqe) uepedwas ueejeuad ‘9
dnpiy njag uebunpuaq pnpem
I £r cr I or 6 8 Z 9 s ¥ £ Z
00T veoz 620Z ,
/ <E0T / 0E0Z / <702 / vzoz WBN / (4474 f 1702 # 020z )
YNVYSAV13d VVNVAN3d
\n\m | nl I ISNVISNI | ¥38WNS | Nvavsaa [ O PTG
/ NYYNYSAY I NI M YADNYC / g




174!
R CRaE o —————eem T
:m&cﬁﬁcmw SR m
ueyIpIPuad Qe vesemey ueeoRiuRdg Uep | .
seulq "ydnd gady ‘Aol | uesemy npg | unesuewad ‘yebuequebusd
ueuauAWa) | Q8dY ‘NadV qun | uAedngy _ ‘wefun 93&111,[@
‘qe ‘qe) JePRH ni=g Josbuoy . .w
08d8 ‘adNg | a8dv 'Nadv (26 | umednqey | eueouaquemesuesemed T
166wy | ,
Buyed yedweq N URWEDUY | |
SEW|IGRGCId URD UBUEM23) | _
16U BueA eueduag UBMEY |
Bunpur] uesemey eped |
ueyefoouad uep cnn_o_vaaqT =3
dnpiH 5 mew uepedwas |
uebunburn ned ueseMey ISTU|IGEYDS __.
seuid | "Ged 48dv seppH | uavednge) uep uebunpuidd T | -
| | | A ¥dnd seuld “ﬁ
W . | , uep dnpiy
M M . M uebumibur nPe i B“E .“noogcum - ”
| | w * seug| geaQady | 0P T | ueednqex vesoweyuTRRd T
{ i
. | T
| \ " b £ 4 i
I S - ,szfﬁwm g | ¢ 9 5 - » w
\ i \ |
\ f
oo | v | @R /rnsulw wzﬁ\/ 020z
| SR | OOR SR —— A ynvSivI3d | NVVNVONId a VLI NVREDON
M L om \om | o 1 ISNVASNI WIIWNS | NwaivsIa v

WEENT AT TS DAV VAWV

Divindai dengan CamScanner



NYVNYSHIVT T LIV WIONVC

o szt
% [ enquew |
ﬁﬁ ueBWeIIY ﬁ
y e ,_
ueueinya)y ISUIAOAd ojayisel ueInH
w seuig agdv |  4epieH | ueeweday uesemey 1sEUIqRYSY T \#
. \
uejeps _J
enquely |
ueIeWed) |
‘qey ggdd | "4eX Q8dv ‘Jeseg uZINH
‘veuganye) ‘lsuinold ojajisel ueseseqsi ueljepusabuad
seulg aady | eH STI9'T | ueeweds) uep ueny ueuewebued T
1S)Npoid
UEINH UeSEME) URjeejuewad
uep uebuequabuad 14
eAepipng UesemMe) /
uebuequiabuad uepninmld a
e)sems )
‘dnpiH aaoubuep
uebunybun ASD npeg WIASISONT UBSEeME)
seulg ‘qey @ddv JePRH ¢§ usjednge)y | Iseaqey=y uep uebunpuipad S
144 Er cr Ir or 6 g V4 9 2 4 £ 4
o0c 1 23074 6¢0C
T
f <E0T -0£0Z <707 vzoz | €goz | Z20t ¢0z | 020¢C
4 / / YNVSIVIEd | NVVNVA N3d ISYO1 VINV.LN WVA90¥d
AL m o 1 ISNV1SNI y3IgWNS NVIVYS3E

Divindai dengan CamScanner



TA S
)
|
_
_
uzleRs “
enquely M
ujeWed3Y |
‘qey agdv ‘eseg “
ueugnya) ‘isunoid agayse) ueugny) _
seulqg agdy JEPPRH | uejewedd)y ueebequway uelenbuad ‘S _
_
ugees _
enquely _
uejewedd)y _
"ge) agdv “Jeseg m
ueuejnysy ‘isuinoid ojajise) | uEInH JeIpRS jeieAsen
seuig agdv 1EpRH | uejeweda)y ueedepaquied ‘v
ueeRs
enquely (1530359 uswaleuey)
ugjeweda) ugn{uepyeg
‘qey agdv , ‘Jeteg BJeJ3S ISNpald
ueugnya)y ‘Isuinold o33yise) uenH ueejopbusad
seulg agdy JePRH | uejeweds) uebuequabuad "€
wereps |
~
JE,Q,Q:Smmu 9 s # £ z |
| e - _
6¢0¢ !
/ <c07 / -0S0T <702 $¢0e | €0T | TeoT | 120Z | 0T0T . . |
VNVYSIVI3d VVNVAN3d [
/ n 1/ I ISNVISNI Y3gWNS NVYVS3g FACRC MO anE

\n )\ m
\

WYNYSAV 134 OUSAVAN VADNYL

Divinclai dengah_ CamScanner



Lzt
uebued
ueueyela)y
uep ‘qey agadv eJmm{RioH
uejuepad "ISUInO4d nj2g ueweue] ueueyad
seulq agdy lepipH | uajedngey | uesemey uebuequiabuad °g
uebued
ueueyejay ueynfueys2q ueuenad
uep ueye| ueymuniad !
uejuepsd neg uesemey uebunpuipad
seuiq ‘qey qgdv | uswmjoq | usjednge)y uep uedejuewsd ‘7
uebued
ueueyee)y
uep
uejuepdd
seuig ‘qey ggadv uebued
‘uejuepad ‘isuinoid nieg ueweue] ueiuepsd
ueuuawa) | agdy ‘Nadv JepPH | usiedngey | uesemey uebuequiabuad T
uejuead
ueseme) uelepuabuad
uep uebuequabuad ‘€a
d 141 ’ £r ’ Zr Ir or 6 8 V4 9 3 4 £ 4 I
ov0T 123114 620¢ :
/ <o / 0E0Z / <702 ye0T | €70T | ¢eoC f T¢oT | oCoC
VYNVSAVT3d | NVVNVAN3d ISY)OT VIWV.LN WVH90¥d
4 INT / m / n / 1 ISNVISNI Y3AWNS NVivS3g
/ NVYNYSHY A QLN A, WADNYC , __ 1

Divindai dengan CamScanner



|
nIseMg RISEMS |
LU (HURIEN | ‘uaqedngey unjewagad | suaoad sen) ay uenb6un ﬂ
Sewa | Qedv|  Jow3 | uesemey |  yewa uewpbudd
URNRLLIAYRY |
seuiq | "qeN Qadv .
‘ueueMRg Isula0g uyewajad uyewaad _.
UCUIWRWDN | QBdV NGV | N3 |  uesemey | seuappor veebumdd 9| |
uebueq ,
ueueyeRdy ,_
uep ,
uejueudd ueyewayad uyewad ,_
seulq qex agdv JePRH uesemey | uesemey uebuequabuag .L #
uebueqd
ueueye}Sy
uep
ueueusd
seuig | "qex Qadv ueungaxyd
‘uglueuad “isulaold nReg | uesemey uebuequiabuad
uepUAWa) | A9dV ‘NEdV JepeH | udednqey uep SRRy v
.,_Epﬁfﬁ mlor | 6 | 8 | ¢ 9 s ¢ £ 2 I
/ 2oL $TOT | €TOT | TTOT | 1T0T ﬁo~o~ M
-SeQT -0e0T -ST0T
VYNVSAVI3d NVVNVAN3d ISYNOT VINVLN WVNOO0Nd \
/ [\ / jARY / T ‘/ 1 ISNV.LSNI Y3IKWNS NWVIVS3ga M ]
/ WYWNVSIWWEd OUNVMYIONYVC -F: |

NE—————— ey

Divindai dengan CamScanner



621

ueueyuad
seuiqg

uajednqge)
addv

PRy

uep
uejeps
enquejy
‘enquely
€10y “Jeseg
ojajise|
“Hnuewiey
‘anun |
Ojajise]
“Jejoise
eyey
‘usuyewen
Jesaw
ANiMe)
uejeweda)

edepipnq ueuexpad
ueseme) ueejoRbuad ‘z

ueuyjiad
seuld
‘ueumjuad
uep uejney
ueLIJUSLWIS)Y

qe) gadv
‘IsuInoid

aadv ‘Nady

Jeppy

anuwi
ojojisel
uep esai
JAnjmiey
ugjeWwedd)

dejbuey ueueyuad
uesemey ueejopRbuad T

ueusjuad
ueseme)] uebuequabuagd

124

£r

zr

144

or

Z

o¥0cC

- -SE0¢

ye0c
-0€0¢

620C
-S¢0C

f ¥eoc

€70C

(4414

1702

0zoc

Ln )\ m |l

1

\

NYYNYSHVY IR NNV VADNVL

VYNVSAVI3d
ISNV.ISNI

NVVNVaN3d
¥3gwns

NVdVvS3g ‘

ISWIOT \

YWV.LN WYID0¥d

Divindai dengan CamScanner



oct
uep | T uepieseg | :
uebuebepiad opyse) | vefuepnbiad uep LGSIPUT |
seuig |  QeXQ8dY | JEPRY Imﬁ@m@i-ilsﬁmz@lm% = mw
: asnpuY |
g&;ﬁé i, 90
i6sau3 uep u _
ebuequepad e)sems
seuld ‘Was3 “qex aoid nPg W
ueuaquaWay | Q8dY ‘NadV usredngey eieqmieg uep @RI T,
i659u3 uep u ,
ebuequiepd n,
seuid ‘Was3 014 neg o |
ueuauRWay | Q4dv ‘Nadv uajednge) yodse veecpbued ‘T
— ]
| | vebuequerdd |
{ ! ) | uesemey uebuequabuad |
i ‘ veueyd |
ueueyuad neg psey vesesewad t
seud qe) agdv oL | uaedngey |  uepueymobed €|
eieg w
P . . I S—
| ! "
| | i
24 m e |z Lo lor 6 _ g | ¢ | 9 | 5 [T N D P S 4 IO 5
T H ] . |
_ . |
oz | vez | 62Ot | V20T | €207 | 7207 # 1207 | 0202 |
Se0z | ez | 57T | gl Bl Ehatt B P [P |
1 B VNVSAV i ISV VIV LN WVHOO¥ _
/ N / m | u ..(?3 S ISNVISNI ¥IGWNS | NVAIVSIE |

Divindai dengan CamScanner



TET

[asnpu uep

Divinclai dengan CamScanner

uebuebepiad sodwoay ned yebuauaw uep (P4
seulq qe) agdv n | uxednge) eyesn uebuequabudd ‘v
jsesadoy
seuiq ’
ueIsnpuLad
uep
upbuebep.iad
seuiq !
uebuebepiad
uep yebusuaw
uewISNpULSd | EasemS “qe) jeleg | uep DY eyesn LOSNpul
ueualUaW)| | Qadv ‘Nadv JEPPRH ajaysel enuas uebuequiabusd €
BISEMS Uep
Udnd seulq ’ 3esai
uelISNPULIdd njnxex
uep uep jeleg
upbuebepiad BISEMS uep ojajise] uebuepnbuad
seulqg qe)l aady Jeppy | uejewedsy :mmmimx uebuequsbuad T
jesan
uelnsnpuliad ANy
44 £r 144 Ir or 6 8 Z 9 5 v £ Z
o0z | PEOZ | 620C | o0 | eroz | zzoz | TR0T | 020C
S 0ER St VYNVYSHVI3d | NVVNYAN3d
ISWION v
/ AL / m / n / 1 ISNVASNI | ¥38WNS | Nwivsas WYL NRO0W

4 NYVNYSAV I NUIYA WADNYL




(4% IA\I‘
‘giesimuied BISems
seulg ‘qey agadv
‘pjesimued “isuinold nied
vepauaway | Qadv ‘N8dv 1vjed | usjedngey mesmued uesesewsd T B
eIsems
‘pjesiMuUed B)SEMS
seuig ‘qex @adv
‘ejesimued ‘isuinold njeg ejesimued (seunssp
ueuRjuaway | Qadv ‘Ndv ™jed | uajednge) yuey edep uegebuiuad T
ejesimued
uesemey uebuequabuad | “£0
isesodo)y
seulg ‘
ueljsnpuiiad
, uep
| uebuebepiad
seuig ’
| uebuebepiad
uep
ueLISNpULRd | EISeMS “qe) enquely uefHuebepiad 1SNQLISIQ
veusjuswsa) | (18dV ‘Nadv nun e30) eueses uelbuILRd S
24 Er 4 § Ir or 6 8 V4 9 s |4 £ Z I
ot0C 214 6¢0¢
S£02 -0€0Z S702 vzoz | €zoz | Tzoz | 1Z0T | 020 —
VNYSHV13d
| n / m / 1 1 ISNVISNI | ¥3BWNS | NVAVS3E R VWYLN WYID0¥d

_

NYVNYSHVYIRd NIV WIONVC

Divindai dengan CamScanner



Divindai dengan CamScanner

geT
e
‘suespUMeN
ueLQUIW)
‘|e1soS
ueRUIWR)
._ "ddnd
UeLISJUSWA)N eISeMS
Jedyey ‘qex aadv
ueyewndd ‘ilsujaold neg ynwmy uewpnuiad
uepajuawa)l | A8dV ‘N8dV JeppH | usedngey | uep uewpjnuud ueseme) 1
uewpjnuued
ueseme) uebuequiabuad
ejesimued eISems
seulq ‘qex aadv Jneany| WouoKd
‘;yes|Mued ISUIAC.d yodwo npReg uep eyesmued edep

uepayuawoy | Gady ‘Nadv | y/bueip | usjedngey | JSQuins uebuequiabuad ‘¥

[enppRRIul UeRARYRY

elesimued eysems ey uebunpupad
seulq ‘qex qadv uep ueyeejuewsad

‘ejesimied ‘lsuinod nRg | NjeRw jneany

uepURWI)Y | @8dY ‘NEdY 1ved | uajedngey | nuouoye  uebuequabuad g
BISems

#I £r 2r | or 6 8 7 4 9 s (4 £ z
M‘MMN % MMMN / M,aw , b202 / €202 / 70 ’ 1202 | 0202
VNVSHVI3d | NVVNVAN3d
ISYIOT
/ N / m / A / 1 ISNVLSNI ¥y3@WNS | NwavS3a VIWVLN WVAD0¥d

L // /-ia;; NYVNYSIV I QLY WHONYE ~

)l T
. |



y PET
uebuop we|e euedu=aq
uemes ;susjodiaq Bueh
ueseme) ueejopRbuad
ejsems
ddnd ‘qex gady Jjeseisew
seuld “ddnd ‘|suinold neg i6eq ueyewnad
veuajuawa) | @ddv ‘Nadv wun | usjedngey uebuequabuad ‘€
suesueN
seuig uep
‘|leisos seuld
“ddnd seula
‘suesuaieN
yeLajusawo)
‘leisos epsems
ueLRuUIWI)Y ‘qey agdv vewpjnuud
ydnd ‘isuInoid 1jed nieg euesesexd uep
uepRjuUaWRY | QA8dY ‘Ngdv qun | uajedngey eueles uebuequabuad T
wpjsemelad
seuig
‘suespadeN
|elsos seuld
4dnd seuld
74 &r r r 9 5 4 £ Z
(1,474 121114 6¢0C
ce07 oc0z | -sz02 ¥z0z | €70z | ZZoz | 170Z | 020C ——
YNYSAVTId
A m I I \ ovishr | wdawns | nvavsaa | BV VIWVLN WYHO0Yd
NYVYNVYSHVI3d NUIVM WIONVE \

Divindai dengan CamScanner




Gel - ,
‘gexqe ojayisel
asdv uep ¥esal
ydnd seuld ‘Isun0id | Je3aWo Anjne 1ejued
'aadd ‘adng | aadv ‘Nadv ‘oKW | uyewed) |seiqy Uemey ueseme) T B
jeseg
olRjiseL
uep
uejeRs
enquely
‘enquely
210
“feson
e
nwi |
oaysel
eyiey
"qey agdv ‘uawjewen
Y¥dnd seuld ‘lsuinoid ‘uejees nfueg
‘agdd ‘adNg | agdv ‘Nadv jepeH | uswjewen | euedudg uemey uesemey T
— buepaS ebbuly yepual
yedwepuaq neje/uep
uewedue seyyiqeqosd
‘ueuemesa J6un
s e | | |lor |6 | 8 | ¢ 9 s ¢ £ z r |
oo | v | 0| e | o || e | e - |
YNYSIV13d __
4 N / m / n / I ISNV.LSNI WIGWNS | NwHvS3E il VIWYLN WYEO0ud h_
|
{

WYYNYSHYIEd MUY WIDNVL

Divindai dengan CamScanner



1

4 24

44

I or

9¢l

Wdnd seuld
‘aa4g ‘adnNg

‘qex aadv
“ilsuinold
agadv ‘Nadv

JEPPRH
un

ynuewiey
uep
1Iseqend
joeueN
‘Jeseg
ogajisel
‘uegeles
enquely
Jeleg
enquely
HesoW
ynnex
nwn
agajisel
“ejoise
fleyey
‘uawjewe
‘uejeps
uawjewe]
uejewed’s)

6unij=sq
Bunnd uemes ueseme) "t

dnuwitp

£

o0z / ve0e
-SE0T -0€0C

|

6202
-ST0¢

/ (Z4\4 f X4V

1202

0z0Z

| n |

NYVNYSHIVIEd NUDIVM YAONYC

YNVSHVI3d
ISNVASNI

NVVNVQN3d
¥3IGWNS

NVIVS3E

ISWION

VINVLN WYEO0¥d

Divindai dengan CamScanner



LET I
‘ueseRs
enquely
‘Jeseg
enquely
Jnuwitl
ojayisel
‘e agddv ‘uaujewe
ydnd seuid “|suinold ‘ueleRs uesjegay
‘q9dg ‘adNg | agdv ‘Nadv eppRy | uawewe] ueMes UBSeME) 'S
ynuewey
uep
1soqend
joeueN
‘jeseg
o3Rjisel
“yesal
uebued AnneN
ueueyeay Jnuwi )
uep ojajisel
uejueped ‘uawyjewen
seuiq "qe) agdv ‘uejees
“4dnd seuid ‘Isuiaold usuyewe ueBuu
| '0adg ‘adng | Q9dv ‘Nadv JepRy | uejgwedd)y UBMEI UBSEMEY ‘b
kI £r zr 7 | or 6 8 / 9 s b £ z
ov02 pEOZ | 6C0T
ﬁ.mmﬁ 0502 ’ <70z | Y% €zoz | zzoz | TEOT | 0ZOT
/ / / _ YNYSIVI3d | NVYNYAN3d —
N m I 1 ISNV.SNI YIEWNS | NvAVS3E VWVLN WYO0Y¥d
/ NYVYNYSIV 134 AUV YIONY(

Divindai dengan CamScanner



8tl |
— S !n»lﬁllul}\ll\\mmﬂl siba1ens :m:ﬁ:ﬂﬁu i
ydnd seuld ‘qey addv op z | 1eyed ooy | YLad
| ueyjodolby
ueseme) yebuequabuad
T 1T nwouc3
uebupuaday uep 5162145

ueseme) uebuequabuad

Divindai dengan CamScanner

SI9ALYYLS
NVYSYMYA NYONVEW3ON3d
NvYancnMd3d
‘qey addv yesan
ydnd seuld ‘Isuinold ynimyeX
'‘qadg ‘adng | Qgdv ‘NEdY Jepay | uejewedd) Jweuns} uemes uesemey "9 _
ynuew|ey _
ugjeweddN {
uep
1Is9qeng
joeueN _
“jeleg
aajisel
124 £r zr Ir or 6 g V4 9 S ¥ £ z
ov0Z 0T 6202
ﬂ <E02 / o / <207 ’ $Z0T f €70z | Zeoz | 120Z | 020 — |
YNYSHVI3d !
ﬂ N / m / I / 1 ISNVASNI ¥3gwns | Nwvavs3a ISV VIWV.LN WYHO0Ud |

A

M /( WYVNYSIVI3d NIV WIONVE b ‘



6£1

ynuewiey = ,,
eyl o ,
ejesimiied i
seuig | "qed Q8dv wied | ueewesH | @ uebuequiabusd “,
ynuewiey M
uebungnysd eyiey isepodsuen " f
seuiq | 'qed a8dv ed | uejewesay wasis ueeopbusd s
UdNd S w
euiq‘uebued __
ueueyeiay *
uep ynuewiey M
uejueyad ™jed “eyey Buefunuad Jrpnugseyul f
seuid | ‘qe) Qadv ‘Jun | uejewesa) uebuequabuad '€ _
inpoud ﬂ
enuas-enuas eped ocibe /
uebued siseqiaq uesesewad ‘_
ueueyeld) uep ueyejobuad ,.
uep ynuewrey | ‘ueinbéun ynpoud ﬂ,
uejuepad uep jeyey | 1Inpoud uebuequiebuad ,
seuig |  "qex agdv JePRH | ueyeweddy | uep uaibued
w
, # | nuewney ueyjodoibe p __
f: & ar |\ I Smm_uf 9 f s #v £ _ z fmf
1
o0z 12374 6¢0¢ {
puaisy Rhesd , e TSN W €702 TNON 1202 / oﬁL . |
YNVSAY3d _
/ N / m / u / 1 , Snvisnn | waswns | nwavsaa | DO VWYLN WYD0¥d
/ NYYRYSIV I NV WIONYC p

Divinclai dengah.Clo‘l-mSCcmner



T

9 y ‘i ?w‘-‘""ry'

o1
e ynpoud 1ebeqas b6uapueq .
seuia | "9e) Qadv Joed | umeweoay |uey  uebuequabusd 'S
yesol
upbungnyad yninxe isepiodsuen .
seuld ‘qe) gadv Pjed | uegewedd) | Wasls ueejopPbuad ‘¥
nd seuld
ueuedjuiad
seu pisems’*qey
I ueueuRd Qadv Jessn
uep uenepR) "ISUIAO.d ynjnyed pumynpuad euesesesd
yeusjuaws) |  AAdV’NAdY 1o¥ed | uejewedd) | uep eueses ueeipsAuad ‘€
ueusyuad
isynposd uesesewad
yesal | uep ueyejobuad
ueueyjud ynimyjey ‘uebuequiabuad
seulqg ‘gey aadv uojl | uejeweds3a)y ‘uggejbuiuad T
yesal
snmye ueyjodeully ueseme)
ddnd seuld ge) agadv dop T | u=jdweds) | 4LaY ueunsnAudd °T
ueyjodeuliy
ueseme) uebuequabuad e |
#I £r 41 141 or 6 g 4 9 5 |4 £ z I
ov0z 123074 6202
<£07 r 0£07 702 pzoz | €20T | 720 1¢0Z | 0Z0C I E———
ﬂ N / Im / ) , I it | wdawns | Nwvsaa | OO VIWVLN WYO0Yd
/ NYVNYSHYTId NNV YIDNVC k

Divindai dengan CamScanner



e

154!

ueeyasay
uep
uexeulalad jun uesoje] Bumjnpuad eueseseid
seulg ‘qey agdy “1ed siuog | uep eueses ueeipRAusd
uemaH
uejeyasay
uep
uyeuslad Jeppy uesoje] Hewa) ueusjew
seulg ‘gex agddv TEET siuos | uenefiy uebuequabuad €
uemsHy
uejeyasay
uep
ueyewslad leppRy ueloje] ueejequabbuad
seuld qex aadv £'s0g suos | Bueped uebuequabuad ‘T
UeIOoje] SIU0S
uesoje uReWI}Rd UeSeME)
Udnd seuld ‘qex aadv doP T Siuos U1qy veunsnAuad °T
uelojeT SIUOS uRyewslad
uesemey uebuequiabuad
ueuyuad dessp | Jounny e3esm ueinbbun
44 £r X Ir or 6 8 £ 9 s 4 £ Z
ot0¢ +e0¢ 620¢
o , e ’ g v ’ yzor | €zoe | zzoz | Tz0T | OZOC —
VYNVSAV13d
ﬂ N / m / it / 1 Snvisnt | w3gwns | wwvsaa | BP0 VWVLN WYE90Yd

\_

NYYNYSHVId NUNYM WADNYL

Divindai dengan CamScanner



[44!

BISEMS
eyesedse
u
eeAeploquiad esgyn ejesimued sibajens
seulq jequed | uesemey ueejofebud
‘mesimued BISEMS asisad | wejep 12jesRASRW
seuig | “qex agdv ™ed yeAem ueedeproqwad '€
1@jeIeASe U
eeAepsaquad eleqn
seulq irqued 1eseAsew siseqieq
‘ejesimued Jisisad | eyesimued Iseunsap
seulg ‘qe) gddv =jed yedeim | yued edep umejbuiad T
elseln
iejued npedia]
asised | ueyeg uesemey
ddnd seula ‘qey agdv AP T yedepm | LAY ueunsndusd T
npeds) ueyeg e3esi\
ueseme)y uebuequiabuad
uemaH
#T £r 44 I or 6 8 V4 9 s 4 £ Z
(112174 143174 6202
f i 7 ocoz | -szoe | ¥ ezoz | zzoz | TZ0T | OZOZ
ﬂ YNVSHVIAd | NVVYNVAN3d i
N / m , n 1 ISNVASNI ¥3IAWNS | NwIvS3E VIWVLN WVHO0¥d
K NYYNYSHYIEd NUIYM YIONVC

Divindai dengan CamScanner



Evl

arcﬁ SNAOVEATTIMNY

eysems ’
uelsnpulied
uep
uebuebep.ad
seulq
‘ueusyjed
seulq

“4dnd seula
1exelehse
u
eeAepioquid
seuiq
‘mesimued
seulq

gjsems
“qey aadv

ed

elein
1iequed
Jisisad
yeAeim

BSumynpuad euesesesd
uep eueses ueeipaiuad
uep 1seyljised

v

#T €I zr Ir | or 6 8 4 9

5

4

1702 | 0202

ot0C ¥e0c 6¢0¢
-SE0T , -0£0¢ ,lmmo.n. WERE | SpE B

/Z/E/HH I

/! NVVNYSHVISd NUAYM WAONYL _

VNVSHVI3d
ISNV.ISNI

NVVNVYAN3d
¥3IFWNS

NVivS38

ISWION

VIV.LN WY¥O0Ud

Divinclai deng.an' CamScanner



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 -
2040, maka perlu diatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 -
2040;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun .2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Belu Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten
Belu Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2020 - 2040.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 -2040.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundangkan
Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

P N
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Pasal 3

enugaskan Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belu untuk

memksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ~orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
= pada\ tanggal 9 Maret 2020

Diundangkan di Atambua S~
pada tanggal 9 Maret 2020

LPLH. SEKRETARIS DAE

KABUPATEN BELU,s/

META

BERITA'YDAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 08.
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